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ABSTRAK 

: Rita Komala Dewi 
: Magister Kenotariatan 
: Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah MeJalui Mediasi 

Perbankan 

Sektor perbankan memiliki posisi yang strategis sebagai iembaga 
interrncdiasi. Dalarn rnenjalankan kegiatannya bank rnembutuhkan k:epercayaan 
serta dukungan dari masyrakat. Oleh karenanya sudah seharusnya bank 
memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat khususnya hak 
nasabah. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang dikeluarkan Bank Indonesia 
adalah Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 815/PBI/2006 tentang mediasi 
perbankan, yang dirnbah dengan PBI Nomor 10/l!PBI/2008 tentang Pembaban 
Atas Pernturan Bank Indonesia Nomor 8/51PBTn006 tentang Mediasi Perbankan. 
Mediasi Perbankan merupakan altematif penyelesaian sengketa untuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank. PeneHtian ioi 
dilatarbelakangi oleh sejumlah pertanyaan yakni~ bagaimana perlindungan hukum 
terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perba.nkan? Apa manfaat mediasi 
perbankan sebagai altematif pen:yelesaian sengketa da.lam penyelesaian sengketa 
perbankan? 
Untuk meneliti hal-hal tersebut diatas digunakan metode yuridis normatif dengan 
pendekatan yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan mela;ui studi 
kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer dan sekunder. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, mediasi perbankan merupakan 
regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan. 
Perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah secara bukum positif harus 
dilakukan melalui peraturan perundang-undangan yang terdapat dalarn hierarki 
perundang-undangan. Oleh karena itu peraturan mengenai mediasi pwebankan ini 
memerlukan penyempumaan yang lebih komprehensif. Kedua, manfaat mediasi 
perbankan dalam menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan bank adalah 
datarn rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap bank karena 
dengan berlarut-larutnya sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan 
citra bank. Sedangkan bagi nasabah mediasi perbankan merupakan salah satu 
aturan hukum untuk melindungi hak-hak nasabah terutama nasabah kecil dan 
usaha mikro dan kecil. Karena penyelesaian sengketa dapat ditempuh secara 
scderhana,. murah dan cepat. 

Kata Kunci : Perlindungan Hukurn; Mediasi Perbankan, Altematif Penyelesaian 

Sengketa 
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ABSTRACT 

: Rita Kamala Dewi 
: Magister Kenotariatan 
: Legal Protection to the consumers by Banking Mediation 

Banking sector has a strategic position as an institute of intennediation. In 
carrying out its activity, a bank needs the trust and support from community. 
Therefore a bank should have given a protection to the rights of community 
especially the rights of customers. One of the legal protections produced by Bank 
Indonesia is Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/5/PBI/2006 tentang 
Mediasi Perbankan, changed by PBI Nomor 1011/PBI/2008 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. 
Banking Mediation is an alternative dispute resolution to solve any dispute 
existing between the customers and the bank. This study was initiated by a 
number of questions such as how legal protection of banking mediation to the 
rights od bank customers, what is the advantages of banking mediation as 
alternative dispute resolution in solving the banking dispute. 
Based on the objectives that mention above, this research use the method of 
normative legal research with qualitative approach. The instrument for collecting 
data is library research which use primary and secondary data. 

The result of study shows that, first, banking mediation is a regulation 
issued by Bank Indonesia in the implementation of its function of control. Legal 
protection toward the rights of customers in a legal positive way must be 
implemented based on the regulation on this banking mediation needs a more 
comprehensive finishing touch; second, the advantage of banking mediation as 
alternative dispute resolution in solving the dispute between the customers and the 
bank is to improving the trust of the community to degrade the bank image. To the 
customer especially small customers and small and micro business for the dispute 
solution can be done simply, cheap and accurately; 

Key words: Legal Protection; Banking Mediation; Alternative Dispute Resolution. 
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A. Latar Belakang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

I 

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat komplek karena 

mencakup berbagai bidang baik hukurn, ekonomi, dan politik. Dalam kehidupan 

masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis 

tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. 

Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam 

pelayanan perbankan yang dipercaya oleh rnasyarakat pada dewasa ini. 

Perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary 

institution) memegang peranan penting dalam proses pembangunan nasional. 

Kegiatan usaha utama bank menurut ketentuan Pasal 1 (2) UU No. I 0 Tahun 1998 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

yaitu 

"Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau 

bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatan tarafhidup orang banyak." 

Dalam melaksanakan fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak­

pihak yang memilik.i kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana 

maka menimbulkan adanya hubungan hukum antara bank dan nasabah. Hubungan 

hukum yang terjalin ini dapat menimbulkan suatu friksi yang apabila tidak 

diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan bank. 

Semakin agresifnya perbankan menawarkan sejumlah produknya, seperti 

kartu kredit, anjungan tunai mandiri, serta berbagai bentu kredit dan tabungan 

kepada masyarakat luas menyebabkan peluang teijadinya pei"selisihan semakin 

terbuka luas. Pengaduan masyarakat mengenai ketidakpuasan terhadap pelayanan 

perbankanjuga meningkat. 

Lemahnya perlindungan terhadap nasabah terlihat dari semakin banyaknya 

kasus yang muncu\ dalam kaitan dengan perkembangan perbankan. Hal ini juga 

semakin jelas terlihat dari banyaknya keluhan nasabah melalui media massa yang 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



2 

intinya nasabah tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh bank yang tidak 

sesuai dengan iklan yang ditawarkan.1 

Sengketa dapat terjadi karena tidak d.itemukannya titik temu antara para 

pihak yang bersengketa. Sengketa ini dapat terjadi diawaii karena karena adanya 

perasaan tidak puas dimana ada plhak yang merasa dirugikan dan kemudian 

perasaan tidak: puas ini menjadi conflict of interest yang tidak dapat terselesaikan 

sehingga menimbulkan suatu konflik. 2 

Hal ini menyebabkan kegiatan bank sarat akan pengaturan baik 

perundang-undanga.n di bidang Perbankan sendiri maupun perundang-undangan 

lain yang terk:ait. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerHndWJgan 

Konsumen {selanjutnya disebut UUPK) juga sangat terkait. khususnya dalam hal 

perlindungan hukum bagi nasabah bank selaku konsumen. Antara lain dengan 

adanya perjanjian kredit atau pembiayaan bank yang merupakan perjanj ian 

standar (standard conlracl). 

K.onsumen jasa perbankan Iebih dikenal dengan sebutan nasabah. Nasabah 

dalam konteks Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Alas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 te!ntang Perbankan dibedakan me'liadi dna 

macam, yaitu nasabab penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah penyimpan 

adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan 

berdasarkan petjanjian bank dengan nasabah yang bersanglrutan. Sedangl<an 

nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasiHtas kredit atau pembiayaan 

berdasarkan prinsip syariah atau dipersarnakan dengan itu berdasarkan peljanjian 

dengan nasabah yang bersanglrutan-' 

Dalam praktek perbankan nasabah dibedakan menjadi tiga yaitu : 

l. Nasabab deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu 

bank. rnisalnya bentuk giro. tabungan dan deposito. 

2. Nasabah yang memanfuatkan fusilitas kredit atau pembiayaan perbankan 

misalnya kredit kepemilikan rumah 

1 Ronny Sautama Holma Boko. Hubungan Hukum Bank dan Nasa bah Terhadap Deposito dan 
Tabungan, (Bandung:Citra Adltya Bakti,l995).,hlm,3. 
1 Suyud Margono, ADR dan Arbitrase Proses Pelemhagaan don Aspek Hulcum, (Jakarta:Gbalia 
Indoncsia.2000),hlm .34. 
3 indonesia, Utulang·undang tcnlang Perubahan Unckmg~Undang No.7 Tahtm 1992 tentang 
Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998,ps.l angka 17 dan 18. 
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3. Nasabah yang melakukan transaksi dengan piliak lain melalui bank (walk 

in customer), misalnya lmnsaksi antara importer sebagai pembeli dengan 

eksportir di luar negeri dengan menggunakan fasilitas letter of credit 

(UC)4 

Ada dua masalah dominant yang sering dikeluhkan konsumen jasa perbankan, 

yaitu : 

1. Pengaduan soat produk perbankan, seperti A TM (Automatic Teller 

Machine). Kartu Kredit. dan aneka ragam jenis tabungan, termasuk 

keJuhan produk perbankan terkait dengan janji hadiah dan iklan produk 

perbankan 

2. Pengaduan soal cara kerja petugas yang tidak simpatik. dan kurang 

professional k.hususnya petuga'l service point, seperti teller, customer 

cervice dan satpam5 

Dengan berkembangnya produk perbankan yang ditawarkan kepada 

nasabah khususnya produk deposito~ menimbulkan kebingungan terhadap 

nasabah. Hal ini menyebabkan meningkatnya praktek terselubung dari pihak bank 

untuk mengambil manfaat dari kebingungan para nasabah yang awam terhadap 

perbankan. Resiko yang dihadapi nasabah juga meningk:at karena tidak 

tersedianya infonnasi yang cukup tentang kesehatan bank yang terbuka untuk 

umum. 

Untuk menjaga hubungan yang terjalin antara bank dan nasabah maka 

tidaklah berlebihan bila dunia perbankan harus sedemikian rupa menjaga 

kepercayaan dari masyarakat dengan memberikan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan rnasyarakat dengan memberlkan perlindungan hukum terhadap 

kepentingJlll masyarakat, terutama kepentingJlll dari nasabah bank yang 

bersangkutan. Dengan perkataan lain, dalam rnngka untuk menghindari 

kemungkinan terjadinya kekurangpercayaan masyarakat terbadap dunia 

perbankan, yang pada saat ini tengah gencar melakukan ekspansi untuk mencari 

4 Yusuf Sholle 2000, Perlindutlgqn Konsume11 dan /nstntmen-Jnstrumen Hflkumnya,( Bandung: 
PT.Citra Adilya Ba.kli}, hlm. 32-33. 
} Sudaryatmo. Hukum tltm Advokasi Konsumen, (Bandung: PT.Citm Aditya Bakti,1999), him. 19-
2U. 
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dan menJarmg nasabah, maka perJindungan hukum bagi nasabah terhadap 

kemungkinan terjadinya kerugian sangat diperlukan.6 

DaJarn dunia perbankan diper1ukan suatu penyelesaian sengketa yang 

sederhana, cepat dan murah. Perbankan sebagai salah satu industri jasa keuangan 

yang merupakan jantung atau motor penggerak roda perekonornian Negara dan 

yang bertumpu kepada kepercayaan masyarakat (fiduciary financial institution), 

Di Indonesia altematif penyelesaian sengketa (alternative d;spute 

resolution) diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang 

Arbitrase dan AltematifPenyelesaian Sengketa. Dalam Pasa.1 1 angka t 0 Undang­

Undang Nomor 30 Tahun 1999 disebutkan babwa "altematif penye1esaian 

sengketa adalah Iembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati pam pihak yakni penyelesaian sengketa di luar 

pengadilan dengan cara konsultasi~ negosiasL mediasi. konsiliasi atau penilaian 

ahli". 

Dalam peJaksanaan kegiatan usaha perbankan seringkali hak-hak nasabah 

tidak dapat terlaksana dengan baik sehingga menimbulkan friksi antara nasabah 

dengan bank yang ditunjukk.an dengan munculnya pengaduan nasabah. Pengaduan 

nasabah ini apabila tidak dapat terselesaikan dengan ba'ik oleh bank berpotensi 

menjadi perselisihan atau sengk:eta yang pada akhirnya akan dapat merugikan 

nasabah dan atau bank. 

Bank Indonesia memformaHsasi Enam pilar dalam Arsitektur Perbankan 

Indonesia sebagai sasaran yang in gin dicapai yaitu : (I) Struktur perbank.an yang 

sehat dan mampu mendorong pembangunan ekonomi nasional dan berdaya saing 

intemasional (2) Sistem pengaturan yang efektif dan mampu mengantisipasJ 

perkembangan pasar keuangan domestik dan intemasional (3) Sistem pengawasan 

yang independen dan efektif ( 4) Penguatan kondisi internal industri perbankan 

yang kuat (5) Penciptaan dam pcngual.an Infastruktur pendukung yang mencuk:upi 

(6) Pertindungan dan pemetdayaan nasabah7
• 

Untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dalam rangka melindungi 

kepentingan nasabah, Bank Jndonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan, 

6 Zulkamain Sitompul, Problemalilxr Perhalikan (Bandung:Books Terraee & 
Library,20D5},hlm326. 
1 http://www.Bl.goJd diakses 20 Mel 2009. 
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Salah satu perJindungan terhadap hak-hak nasabah yang dikeluarkan oleh Bank 

Indonesia rnela!ui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/S/PBI/2006 tentang 

Mediasi Perbankan. Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bank Indonesia 

Nomor 10Jl/PBIJ2008 tentang Perubahan at:as Peraturan Bank Indonesia Nomor 

8/5/PBI/2006 tentang Mediasl Perbankan. Mediasi Perbankan merupakan salah 

satu altematif penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh pihak bank dalam 

menyelesaikan perseJisihan atau sengketa yang terjadi antara bank dengan 

nasabah. 

Kehadiran mediasi perbankan pada pokoknya dapat menjembatani antara 

kepentingan bank dan nasabah sehingga dapat rnenyelesaikan problem hukum 

yang terjadi dengan baik. 

Keberadaan lembaga mediasi perbankan ini merupakan suatu bentuk 

perlindungan terhadap konsumen. Ini merupakan langkah kebijakan yang akan 

diterapkan Bank Indonesia yang tertuang dalam Arsitektur Perbankan Indonesia. 

Payung hukum terhadapmediasi perbankan ini masih dipertanyakan oleh berbagai 

ahli hukurn. Dan juga masih dipertanya:kan independensi dari Bank Indonesia 

sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan hingga terbentuknya lembaga 

mediasi perbankan yang independen. 

Berdasarkan pada hal~hal dimaksud, maka penulis tertarik untuk mengangkat 

tema ·~erlindungan Hukum Terhadap Nasabah Melalui Mediasi Perbankan" 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan pada permasalahan diat:as bcberapa masalah dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah da1arn mediasi 

perbankan? 

2. Apa rnanfaat medias! perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa 

dalam penyelesaian sengk:eta perbankan? 

C. 'fujuau Penelitiau 

Sehubungan dengan permasalahan yang akan dikaji. rnaka yang mcnjadi 

tujuan dalam penelitian ini adaJah : 
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I. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak nasabah bank 

dalam mediasi perbankan. 

2. Untuk mengetahui manfaat mediasi perbank:an sebagai altematif 

penyelcsaian sengketa perbankan. 

D . Kerangka Konsepsional 

Didalam penelitian ini yang dimaksud dengan : 

1. Bank adalah badan usaha yang menghirnpun dana dari masyarakat dalam 

ben!.uk s.impanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam ra.ngka 

meningkatk:an tarafhidup rak:yat banyak.8 

2. Sengketa adalah pem1asalahan yang diajukan nasabah atau perwakilan 

nasabah kepada penyelenggara mediasi perbankan, setelah melalui proses 

penyelesaian pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia tentang Penyelcsaian Pcngaduan Nasabah.9 

3. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank. tennasuk pihak yang 

tidak memiliki rekening namun mernanfuatkan jasa bank untuk melakukan 

transaksi keuangan (walk-in customer)"J 

4. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai 

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian 

ataupun seluruh pcnnasalahan yang disengketakan11 

E. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis peneHtian dalam tesis int adalah deskripsi analitis. Peneljtian yang 

bersifat deskriptif analltis merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, 

menjelaskan. dan menganalisis suatu peraturan lmlrum12 

----············-·-·-
9 rn&:mesia, Utuiangwumfang tentang Perobalum Undang-Undang No.7 Talmn 1992 tentang 
Perbankan, UU No, 10, LN No. 182 Tahtm 1.99&,ps.1 butir2. 
!I Pasal I angka 4 PBf Nomor 8/51PBL'2006 
HI £bid. pasall angka 2 
1 

t Ibid, pasal 1 un.gka 5 
1 ~ Soerjono Soekamto, Pengantar Pem:lition Hukum, (Jakarta:UI Press,19&6},hlm.63 
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Penelitian ini rnerupakan penelitian perpustak:aan {yuridis norrnatit) 

dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Metode penelitian nonnatif adalah 

metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam 

peraturan perundang-undangan. 13 Dalam penelitian yuridis normatif yang 

diajukan adalah merujuk pada sumber bahan hukum yakni penelitlan yang 

mengacu pada norma-nonna hukum yang terdapat dalam berbagai perangkat 

hukum. 

2. Sumber Data 

Adapun data sekunder yang diperoJeh da:ri penelitian kepuslakaan (library 

research) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep~ teori-teod dan inforrnasi~ 

informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa 

peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Data sekunder peneJitian 

yang digunakan terdiri dari :14 

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum 

yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang­

undangan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang 

Perbankan. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan 

Altematif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen~ Peraturan Bank Indonesia (PBl) Nomor 

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, PBI Nomor 10/1/PBI/2008 

tentang Perubahan PBI Nomor 8/5/PBI/2006 Tentang mediasi Perbankan, 

Peraturan Mahkarnah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Prosedur Mediasi Di Pengadilan . 

2. Bahan hukunt sekunder adalah bahan hukurn yang diperoleh dari buku 

teks,jumal-jumal, pendapat serjana dan hasil-hasil penelitian. 

3. Bahan hokum tersier adalah bahan lmkum yang memberikan petunjuk atau 

penjela'Wt bennakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus hukum. ensiklopedia dan lain-lain. 

1' Soerjono Soekamto,Sri Mamudji, Pemdilian Hukum Normalif, (Jakarta:Raja Grafmdo 
Persada,2004))llm.14. 
H Jhonny lbrnhim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, 
(Surnbaya:Banyumcdia,2006))llm.19L 
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3, Teknik Pengumpulan Data 

Teknik penumpulan data ditakukan dengan penelitian kepustakaan yaitu 

dengan meneliti sumber bacaan yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini, 

seperti buku~buku hokum, majalab hukum, artikelwartikel, pendapat para sarjana 

dan bahan-baban lainnya. 

4. Analisa Data 

Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya diteJaah 

dan dianaUsis secara kualitatif dengan mempelajari seluruh jawaban kemudian 

dioleh dengan menggunakan metode dedukatif dan terakhir difakukan 

pembabasan untuk menyelesaikan pennasatahan yang ada. Dengan demikian 

kegaiatan analisis ini diharapkan akan memberikan solusi atas perrnasalahan 

dalam penelitian inL 

Univarsitas Indonesia 

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



9 

BABIT 

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH MELALUI MEDIAS! 

PERBANKAN 

I. Tinjauao Perlindungan Hokum Terhadap Nasabah Perbankan 

A. Hubungan Bank dan Nasabah 

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada 2 unsur yang sating 

terkait, yaitu hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan 

kegiatan dan mengembangkan banknya apabila masyarakat "percaya untuk 

menempatkan uangnya, pada produk-produk perbankan yang adan pada bank 

tersebut. Berdasarkan kepercayaan masyarakat tersebut, bank dapat 

memobilisir dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank 

akan memberikan jasa-jasa perbankan. 

Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan 

bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.15 Dalam UU tersebut 

disebutkan bahwa fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai 

penghimpun dan penyalur dana masyarakat. 

Berdasarkan dua fungsi utama dari suatu bank, yaitu fungsi pengerahan 

dana dan fungsi penyaluran dana, maka terdapat dua hubungan hukum antara 

bank dan nasabah yaitu :16 

(I). Hubungan Hukum an tara Bank dan Nasabah Penyimpan Dana 

Artinya bank menempatkan dirinya sebagai peminjam dana milik 

masyarakat (para penanam dana). Bentuk hubungan hukum antara bank dan 

nasabah penyimpan dana dapat terlihat dari hubungan hukum yang muncul 

dari produk-produk perbankan, seperti nasabah, tabungan, giro dan 

sebagainya. Bentuk hubungan hokum ini dapat tertuang dalam bentuk 

peraturan bank yang bersangkutan dan syarat-syarat umum yang harus 

Js Lihal Pasall ayal (2). 
16 Ronny Saulama Holma Bako,op.cit.,hlm.196 
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dipatuhi oleh setiap nasabah penyimpan dana. Syarat-syarat tersebut harus 

discsuaikan denga:n produk perbankan yang ada, karena syarat dari produk 

perbankan tidak akan sama dengan syarat dengan syarat dari produk 

perbankan yang lain. 

(2) Hubungan hukum antara bank dan nasabah debitur 

Artinya bank sebagai Iembaga penyedia dana bagi para debitumya. 

Bentuknya dapat berupa kredit, seperti kredit modal kerj~ kredit investasi 

atau kredit pemilikan rumah. 

Basis hubungan hukum antara bank dan para nasabahnya adalal:t 

hubungan k:ontraktuat Hubungan kontraktual ini terjadi pada saat nasabah 

menjalin hubungan hukum dengan pihak bank. setelah nasabah melakukan 

hubungan hukum seperti nasabah membuka rekening tabungan~ deposito, dan 

produk perbankan !ainnya. 

Di Amerika Scrikat sebagaimana dikutip Ronny Sautama Hotma Bak~ 

menjelaskan bahwa hubungan hukum bank dan nasabah dilihat sebagai 

hubungan kontrak:tual antara debitur dan kreditur, Menurut hukum setempat, 

apabila seseorang deposan membuk:a suatu rekening pada suatu bank, maka 

tcrciptalah hubungan debitur dan kreditur antara bank dan dcposan yang 

bersangkutan. Bank tersebut mempunyai hak yuridis terhadap uang yang 

dititipkan dan mcnjadi bcrhutang kepa.da deposan untuk jumlah uang yang 

dititipkan tersebut.17 

Didalam praktek perbankan yang dilakukan selama ini, terma'iuk 

Indonesia penyerahan dana oleh nas:abah untuk disimpan oleh bank selalu 

mengandung pengcrtian atau kesepakatan bahwa bank yang menedma 

simpanun tcrsebut berhak untuk memakai dana tersebut sekehendaknya untuk 

keperluan apapun juga. dan nasabah penyimpan dana tidak mempunyai hak 

apapun mengenai tujuan pentakaian dana tersebut oleh bank. Hak nasabah 

penyimpan dana sernata-mata hanya berupa hak untuk menagih dan 

mendapatkan kembali dana tersebut. Praktek perbankan selama ini bersikap 

bahwa dana atau uang yang teJah diserahkan oleh nasahah penyirnpan dana 

11 Ronny Saulama Hotma Bako,Op Cit.hlm.37 
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kepada bank adalah uang bank. Hal ini berarti bahwa dana yang disimpan 

nasabah merupakan kekayaan bank selama dalam penyimpanan bank. 

Fungsi lembaga perbankan sebagai perantara pihak-pihak yang memiliki 

kelebihan dana dengan pihak-pihak yang memerlukan dana membawa 

konsekuensi pada timbulnya interaksi antara bank sebagai pelaku usaha 

dengan nasabah sebagai konsumen pengguna jasa perbankan. Dari sisi pihak 

yang memiliki kelebihan dana, interaksi dengan bank terjadi pada saat pihak 

yang kelebihan dana tersebut menyimpan dananya pada bank dalam bentuk 

giro, tabungan, deposito, sementara dari sisi pihak yang memerlukan dana 

interaksi terjadi pada saat pihak yang memerlukan dana tersebut meminjam 

dana dari bank guna keperluan tertentu. Interaksi antara bank dengan 

konsumen pengguna jasa perbankan atau nasabah dapat pula mengambil 

bentuk lain pada saat nasabah melakukan transaksi jasa perbankan selain 

penyimpan dan peminjaman dana. Bentuk transaksi lain tersebut seperti 

misalnya jasa transfer dana, inkaso maupun safe deposit. Dalam 

perkembangannya, nasabah pun dapat memanfaatkan jasa bank untuk 

mendapatkan produk lembaga keuangan bukan bank, seperti produk asuransi 

yang dikaitkan dengan produk bank (bancassurance) dan reksadana. 

Dalam interaksi yang demikian intensif antara bank dengan nasabah, 

bukan suatu hal yang tidak mungk.in apabila terjadi friksi yang apabila tidak 

segera diselesaikan dapat berubah menjadi sengketa antara nasabah dengan 

bank. Dari berbagai pengalaman yang ada, timbulnya friksi tersebut terutama 

disebabkan oleh empat hal yaitu; 

I. lnformasi yang kurang memadai mengenai karakteristik produk atau jasa 

yang ditawarkan bank masih kurang. 

2. Pemahaman nasabah terhadap aktivitas dan produk serta perbankan yang 

masih kurang. 

3. Ketimpangan hubungan antara nasabah dengan bank, khususnya bagi 

nasabah peminjam dana. 

4. Tidak adanya saluran yang memadai untuk memfasilitasi penyelesaian 

awal friksi yang terjadi antara nasabah dengan bank. 
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Dalam perekonomian yang global, nasabah bank tidak hanya terdiri dari 

atas nasabah domestik, yaitu nasabah yang tinggal di Indonesia saja, tetapi 

juga dimungkinkan adanya nasabah intemasional, yaitu nasabah yang tinggal 

di luar negeri. 

Berbagai klasifikasi nasabah tersebut menimbulkan keragaman jenis 

produk dan jasa yang dapat ditransaksikan dalam industri perbankan di 

indonesia. Keragaman ini juga mcmbawa konsekuensi dengan semakin 

kompleksnya permasalahan yang tim but antara bank dan nasabah. yang tidak 

jarang menimbulkan perselisihan. 

Da1am memilih suatu bank, nasabah cenderung bersik.ap rasional~ 

dengan mendasarkan pada: berbagai atribut seperti tingkat suku bunga, biaya 

yang dikenakan, kepercayaan dan penga1aman terbadap bank tersebut, baik 

yang dialami oleh nasabah itu sendiri maupun merupakan referensi dari 

kelua.rga dan temannya. 

Dalam prakteknya bukan tidak mungkin terjadi perselisihan antam 

pihak nasabah dan bank. Bcrikut ini disampaikan bcbcrapa kegiatan yang 

dianggap berpotensi terjadi perselisiban) yaitu pengambilan dana nasabah. 

penanganan kredit bermasalah, penjagaan kerahasiaan data nasahah, serta 

pemanfaatan perhankan clcktronik. 

Nasabah yang menyimpan dana di bank seringkali mengalami kendala 

dalam pengambilannya. Hal ini terkait dengan keterbatasan fasilitas bank 

seperti A TM yang membatasi jUIIilah dana yang dapat diambil perharinya. 

pengambilan dana melebihi batas yang ditetapkan dalam ATM barus 

dilakukan melalui kantor cabang. Kondisi ffii menyebabkan nasabah harus 

membuang waktu Wltuk mengantti sebelum mendapatkan layanan di kantor 

cabang bank. Menjadi merepotkan lagi ketika pengambilan jumlah tertentu 

harus melalui proses konfinnasi dari kantor cabang tempat nasabah 

menyimpan dananya. 

Masalah antara bank dan nasabah muncul jika informasi keuangannya 

jatuh ke pihak lain. Sebagai eontob adalah ketika seseorang mendapatklln 

tawaran untuk menjadi nasabah peminjarn suatu bank, dengan dasar kondisi 

keuaogan nasabah yang sudah diketahui bank tersebut. Contoh Iatn adalah 
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ketika aplikasi pengajuan menjadi nasabab peminjam ditolak oleh suaru bank 

yang memanfaatkan kondisi keuangan atau histori pinjarnan nasabah tersebut 

di bank lain. 

Penjagaan atas kerahasiaan data nasabah terrnasuk dalam unsur yang 

mendasari pemilihan bank oleh nasabah. Bahkan hal inila.h yang 

melatarbclakangi banyaknya nasabah di berbagai Negara menempatkan 

dananya di Switzerland yang terkenal dengan penjagaan ketat atas kerahasiaan 

data nasabah. 

Di era teknologi infonnasi seperti sekarang ini, arus inforrnasi menjadi 

begitu lancar, transparan dan mudah diakses. Namun dengan aiasan apapun, 

temlasuk alasan prinsip kehati-hatian, bank tidak diperkenankan 

membocorkan data nasabah kepada pihak lain. Pengecualian banya dapat 

dikcnakan pada hal-hal yang berkaitan dengan tindak criminaL 

Asas-asas khusus dari hubungan Bank dan Nasabah Penyimpan Dana 

I. Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relation) 

Hubungan bukum antara bank dan nasabah penyimpan dana selain dillputi 

asas-asas umum dari hukum petjanjian juga asas-asas khusus. Artinya nasabah 

pcnyimpan dana hanya bersedia meyimpan dananya pada suatu bank apabila 

nasabah percaya kepada bank yang bersangkutan dan mampu unruk 

rnembayar kembaii dana apahiia ditagih. Bank juga mempunyai kedudukan 

yang khusus didalam masyarakat yaitu sebagai bagian dari sistem moneter 

yang terparcaya. maka hubiJDgan hukum antara bank dan nasabah penyimpan 

dilandasi oleh asas kepercayaan. 18 

Menurut Symons Jr. sebagaimana dikutip Sutan Remy Sjahdeini, 19 

mengataklm hahwa hubungan antara bank dan nasahah bukanlah hanya 

sekedar hubungan debitur kreditur semata, tetapl leblh dari itu. Bila dillhat 

dad transaksi loan dan deposit adalah memang huhungan debitur kreditur, 

tetapi mengingat status hank yang unik didalam masyarakat kita dimana bank 

11 Sutan Remy Sjahdeini., Kebehasrm BerJ:ontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Poro 
PihakDalam Ptujanjian Kredil Bank Di lmiorwia, (Jakruta;lnstitut Bank lndonesia,1993).hlm. 
II. 
19 lbid him. 162. 
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adalah a place of 'pecia/ scifety and probity, maka hubungan ternebut adalah 

suatu fiduciary. 

UU Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 mengatur hubunga.n bank dan 

nasabah penyimpan dana bukan sekedar hubungan kontraktual biasa antara 

debitur dan kreditur tetapi juga hubungan kepercayaan a tau fiduciary relation. 

lni dapat dHihat dalam penjelasan pasal 29 ayat l-4 UU Nomor I 0 Tahun 

!998 yang menyebutkan: 

•• ... bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan pada 

bank atas dasar Ireperoayaan ..... ~ 

lni dimaksudkan agar nasabah penyimpan dana dalam berhubungan dengan 

bank da1am rangka simpanannya pada bank itu dilandasi oJeh kepercayaan 

bahwa bank akan berkemauan dan herkemampuan untuk membayarkan 

kernbali simpanan pada nasabah pcnyimpan dana itu pada waktu dit.agih 

ataupun pada waktu jatuh tempo. Dengan demikian hubungan bank dan 

nasabah penyimpan dana adala.h hubungan pinjam~meminjam uang antara 

debitur (bank) dan kreditur (nasaball penyimpan dana) yang dilandasi oleh 

asas kepercayaan. 

2. Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation) 

Hubungan bank dan nasabah penyirnpan dana juga mempunyai suatu sifat 

kerahasiaan, adapun hubungan kerahasiaan ini diperlukan untuk kepentingan 

bank itu sendiri yang memerluk.an kepercayaan dari masyarakal yang 

menyimpan ua.ngnya pada bank tersebut 

Pengertian rahasia adalah segala sesuatu yang berhubungan dcngan 

keterangan mengenai nasabah penyimpan dan sjmpanannya.20 Bank wajib 

merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, 

Ketentuan rahasia bank ini dapat dikecualikan dalam hal tertentu yaitu untuk 

kepentingan perpajakan, penyelesaian piutang bank, peradilan pidana,perkara 

perdata antar bank dengan nasabahnya., tukar menukar informasi antara bank 

atas permintaan. persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan dana. 

Keterikatan bank terhadap ketentuan atau kewajiban merahasiakan 

keadaan keuangan nasabahnya menunjukkan bahwa hubungan antara bank 

J
6 lndonesla. Undang-Undang Perbankan, UU No. lO Tahun 199&, Pasal J angka 2& 
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dengan nasabah penyimpan dana dilandasi oleh asas kerahasiaan. Oleh karena 

itu hubungan antar bank dan nasabah penyimpan adalah hubungan 

kerahasiaan.21 

3. Hubungan Kehati-hatian (Prodential Relation) 

Asas kehati~hatian adaJah suatu asas menyatakan bahwa bank dalam 

menjalankan fungsi dan kegiatan us:ahanya wajib menerapkan prinsip kehati­

hatian dalam rangka meJindungi dana masyarakat yang dipercayakan pada 

bank.22 Dalam Pasal2 UU No. lO Tanun 1998 menyebutkan bahwa perbankan 

di Indonesia dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi 

dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian didalam pasal 29 ayat 

2 UU No. 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa bank wajib melakukan kegiatan 

usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian. 

Tujua.n diberlaknkannya prinsip kehati-hatian agar bank selalu dalarn 

keadaan sehat, likuid dan solvent. Dengan diberlakukannya prinsip kehati­

hatian diharapkan agar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap 

tinggi, sehingga masyarak::at be:rsedia dan tidak ragu untuk meyimpan dananya 

di bank.23 

Upaya perlindungan yang diberikan UU Perbankan terhadap dana 

masyarakat merupakan penegasan bahwa sekalipun pada hak.ik.atnya uang 

yang disimpan ofeh nasabah peyimpan dana telah menjadi milik bank sejak 

disetorkan dan selama dalam penyimpanan ~ tetapi bank tidak mempunyai 

kebebasan mutlak untuk menggunakan nang itu. Bank hanya holeh 

menggunakan uang itu untuk tujuan dan dengan cara yang dapat menjamin 

kepastian bahwa bank itu nantinya akan mampu membayar kemball dana 

ma~-yarakat yang disimpan kepadanya. 

11Racbmadl Usman, SH, Aspek~Aspek Ifulrum Perbmikan di Indonesia, 
{Jakarta:grnmcdia,2000},hlm.l8. 
~z Ibid. 
2J Sutan Remi Sjahdeini, Smlah Memadailwh Perlindungan Yang Diherikan Olelt Hukum Kepada 
Nma!mh Peeyimptm lkma, Orosi Hmiah DaJam Rangka Memperinga1i Dies Nataiies XlfLus!l'um 
VIII (Surabaya:Unlverslt.as Airlangga, !994)Jllm. 13-14. 
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B. Hak dan Kewajiban Yang Timbul dari Hubungan Bank dan Na:sabah 

Penyimpan Dana 

Dalam kaitannya dengan kegiatan yang dilakukan oleh bank, maka akan 

terlihat adanya dua sisi tanggung jawab, yakni kewajiban yang terletak pada 

bank itu sendiri dan kewajiban yang menjadi beban nasabah penyimpan dana 

sebagai akibat hubungan hokum dcngan bank. Hak dan kewajiban nasabah 

diwujudkan dalam suatu bentuk prestasi. 

Kewajiban dari bank terhadap nasabah adalah sebagai berikut : 

l. Kewajiban bank untuk tetap menjaga rahasia keuangan nasabah 

Salah satu kewajiban yang timbul dari hubungan antara bank dan 

nasabah adalah kewajiban bank untuk merahasiakan segala tran:saksi yang 

terjadi antara bank dan nasabah. Bentuk hubungan transaksi ini wajib 

dirahaslakan oleh bank kepada pihak. manapun, kecuali dalam hal-hal tertentu. 

Dalam kasus Tawnier v.Nationa/ & Union Bank of England (1924) KB 46. 

Dalam kasus ini hakim menetapkan adanya 4 pengecualian tentang rahasia 

bank. Pengecuatian itu dapat berupa:24 

a. Apabila pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum; 

b. Apabila bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada 

masyarakat; 

c. Apabila pengungkapan dikehendaki demi kepentingan bank; 

d. Apabila nasabah memberikun persetujuan. 

Adapun dasar pemikiran adanya k~iban bank memegang rahasia keuangan 

nasabah dldasarkan atas bebernpa hae:s 

a. Hak setiap orang atau badan hukum untuk tidak diikutcampuri atas masalah 

yang bersifat pribadi; 

b. Hak yang timbul dari hubungan perikutan antara bank dan nasabah; 

c. Atas dasar ketentuan UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan a:tas 

UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang menugaskan bahwa 

berdasarkan fungsi utama bank dalam menghimpun dana dari ma.~yara.kat 

14 Alan L.Tyrce, Banking Law inAtarralio (Sydney,Adelaide,Brisbafle,Cao~rra, Mclboume, 
Hobart. Penh: Buuerwonhs, 1990), blm. 91. 
15 Bambang Setijoprodjo, Menyingkap Krmtroversi JWhasia Bank, {llarian Ekonomi Nernc:u 4 
Januari 1994), hlm.3. 
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bekerja berdasarkan kepercayaan dari rnasyarakat. Dengan demikian 

pengetahuan bank tentang keadaan keuangan nasabah tidak 

disalahgunakan dan wajib dijaga kerahasiaanya oleh setiap bank; 

d. Kebiasaan dan kelaziman dalam dunia perbankan; 

e. Karakteristik kegiatan usaha bank. 

Seperti halnya dengan kasus Tournier's, dalam UU No. 10 Tahun 1998, 

juga memberikan beberapa pengecualian terhadap penerapan ketentuan 

rahasia bank, yaitu melalui ketentuan terhadap penerapan ketentuan rahasia 

bank, yaitu melalui ketentuan yang sifatnya limitatif dengan berlandaskan 

kepentingan urnurn dan Negara 

a. Dalam hal kepentingan perpajakan (Pasal 41 ayat (I)) 

b. Untuk penyelesaian piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan 

Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara 

(Pasa141A ayat (I)) 

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana (Pasal42 ayat (1)) 

d. Untuk kepentingan perkara perdata antara bank dan nasabah (Pasal43) 

e. Dalam rangka tukar menukar infonnasi antar bank (Pasal44 ayat (1)) 

2. Kewajiban bank untuk mengamankan dana nasabah 

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab mengamankan uang nasabah 

pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Lembaga Penjaminan 

Simpanan (LPS) Nomor 4 Tahun 2004. Fungsi dari LPS ini adalah menjamin 

simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas 

sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. 

3. Kewajiban bank untuk menerima sejumlah uang dari nasabah 

Sesuai dengan fungsi utama perbankan sebagai penghimpun dana 

masyarakat, maka bank berkewajiban untuk menerima sejumlah uang dari 

nasabah atas produk perbankan yang dipilih, seperti tabungan dan deposito. 

Dengan diterimanya sejumlah uang dari nasabah tersebut, maka bank akan 

menyalurkannya kedalam produk perbankan yang lain, misalnya pemberian 

kredit. 

4. Kewajiban untuk melaporkan kegiatan perbankan secara transparan kepada 

masyarakat 
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Adapun kewajiban yang dimaksud adalah bank wajib melaporkan 

kegiatan banknya kepada masya.rakat secara transparan, artinya bank wajib 

melaporkan kegiatan yang perbankan yang perbankan Jakukan selama kurun 

waktu tertentu, dalam bentuk Neraea Rugi/Laba dan Laponm Keuangan. 

Laporan ini wajib dimuat dalam media massa setiap 3 (tiga) bulan. Laporan 

keuangan perbankan ini dapat: dilihat dalam media rnassa. Hanya saja baru 

sebagian kecil dari nasabah yang dapat membaca tentang laporan kegiatan 

perbankan dengan benar. 

5. Kewajiban Bank untuk mengetahui sccara menda[am tentang nasabahnya 

Adapun yang dimaksudkan dengan kewajiban ini adalah bank wajib 

meminta keterangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud meminta 

ketcrangan bukti diri dari nasabah, dengan maksud mencegah hal-hal yang 

tidak diinginkan dikemudian hari apabila seseorang akan mengambil atau 

menarik uangnya dart bank yang bersangkutan. 

C, Pedindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Hukum Perbankan 

Dalam kerangk:a berpikir yuridis, perlindungan hukum dapat diartikan 

sebagai perlindungan hak-hak nasabah. Pcrlindungan ini diberikan oleh suatu 

peraturan perundang-undangan yang ditujukan kepada pihak yang melanggar 

hak tersebut yakni bank dan pihak ketiga. Dalam kacamata hukum positif 

pcrlindungan hukum terhadap hak-bak nasabab seharusnya diatur dalam 

Undang-Undang. 

Perlindungan hukum ada1ah segala upaya yang menjamin. adanya 

kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada setiap objek huk:um. 

Terhadap perlindungan hukum terhadap nasabah, dibagi menjadi 2 (dua) 

perlindungan hukum yaitu perlindungan buk.um tida.k langsung dan 

perlindungan hukum langsung. 

l. Perlindungan Hukum Langsung 

Perlindungan ini ada1ah suatu perlindungan yang diberikan kepada 

nasabah penyimpen dana secara langsung rerhadap kcmungkinan 
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timbulnya resiko kerugian dari kegiatan yang dilakukan oleh bank. 

Perlindungan laogsung terdapa.t dalam ketentuan sebagai berikut: 

a. Undang~undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Dalam 

dunia perbankan nasabah penyimpan merupakan kreditor yang 

mempunyai hak mendahului dalam arti bahwa nasabah penyimpan 

yang harus: didahulukan dalam menerima pembayaran dari bank yang 

sedang mengalarni kegagalan atau kesulitan dalam memenuhi 

kewajiban-kewajibannya. Masalah hak mendahului diatur dalam 

pa.sal 29 undang~undang No I 0 tahun 1998. Mengenai jaminan 

perlindungan bagi nasabah penyi.Inpan dana sehubungan dengan 

dihentikan kegiatan usaha bank deposan adalalt dengan 

diclptakannya asuransi deposito. Misi dari lembaga deposito adalah 

meme1ihara stabilitas sistem keuangan negara dengan cara 

mengasuransikan pam deposan bank dan mengurang1 gangguan 

terhadap perekonomian nasiona1 disebabkan kegagalan yang dialami 

bank. Masalah jaminan terhadap dana masyarnkat diatur daiam 

ketentuan pasal37 B Undang-undang NolO tahun 1998. 

b. Undang--undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin 

Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga 

independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perhankan 

di Indonesia. LPS berfungsi menjamin simpanan nasabah bank dan 
- :• 

turut aktif dalam menjaga stabilitas sistem perbankan sesuai 

kewenangannya serta memberikan jaminan atas seluruh kewajiban 

pcmbayaran bank, tennasuk sirnpanan masyarakat (blanket 

guarantee). Tujuan kebijakan publik penjaminan LPS tersebut adalah 

untuk meJindungi simpanan nasabah kecil. Dalam pelaksanaannya, 

blanket guarantee memang dapat menumbuhkan kembali 

kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang 

lingkep penjaminan yang terlalu luas menyebaltkan timbulnya moral 

hazard baik dari sisi pengeloJa bank maupun masyarakat. Untuk 

mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa arnan bagi 

nasabah penyimpan serta menjaga stabilitas sistem perbankan, 
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program penJamman yang sangat luas lingkupnya tersebut perlu 

digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. 

c. PB! Nomor 8/5/PB!/2006 Tentang Mediasi Perbaokan Sebagai 

Altematif Penyelesaian Sengketa serta PBI Nomor 10/l/PBJ/2008 

Tentang Perubahan Atas Peraturan PBI Nomor 8/5/PB!/2006. 

Peraturan ini menentukan bahwa apabila terjadi sengketa antara 

nasabah dengan bank yang disebabkan tidak terpenuhinya tuntutan 

ftnansial nasabah oleh bank, dan tidak terdapat kesepakatan antara 

bank dengan nasabah tersebut. maka di upayakan penyelesaian 

meJalui medias! perbankan oleh Bank Indonesia. 

2. Periindungan Hukum Tidak Langsung 

Perlindungan secara tidak langsung (implicit/indirect prOlection) oleh 

didunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah 

suatu perJindungan hukum yang diberik.an kepada nasabah penyimpan 

dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan 

atau timbal dari kegiatan usaha yang dilalaJkan o!eh bank. Perlindungan 

huk:um tidak langsung antara Jain berdasarkan: 

a. Pasal 29 sampai pasal 37 Undang-undang Perbankan. Berdasarkan 

pasal Pasal 29 sarnpai pa.'ial 37 Undang-undang Perba.nkan. dengan 

melalui mekanisme pembinaanan pcngawasan yang dilakukan oleh 

Bank Indonesia diharapkan bank rnenjadi sehat, sehingga dengan 

bank yang sehat kegiatan perbankan akan berjalan dengan Jancar 

tanpa ada kendala yang mengg:anggu kenyarnanan dan kepereayaan 

nasabah terhadap bank, dan menumbuhkan kepercayaan nasabah 

akan dana miliknya aman dan teJjamin. 

b. Undang-undang Nomor 8 Tahun !999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. Nasabah adalah konsumen yang menggunakan produk 

dan jasa yang diproduksi dan djberikan oleh bank selaku produsen 

kepada nasabah. Nasabah yang menggunakan produk ataupun 

layanan jasa yang ditawarkan piha.k bank adalah konsumen dalam 

usaha perbank:an yang perlu dilindungi hak dan kepentingannya oleh 
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bank yang mengeluarkan produk sert;t layanan perbankan, khususnya 

internet banking. 

c. Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Berdasarl<an pasal 

1367 Kitab Undang-undang llukum Perdata, dijelaskan bahwa 

nasabah tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang 

disebabkan karena perbuatannya sendiri, akan tetapi juga untuk 

kerugian yang disebabkan karena perbuatan pihak~pihak yang 

menjadi tanggungarmya.. dan tanggung jawab tersebut berakhir 

a.pabila na.'labah tersebut dapat membuktikan bahwa nasabah tidak 

dapat mencegah perbuatan yang menyehabkan mereka untuk 

bertanggungjawab atas hal tersebut. 

d. Undang~undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2004 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia. Berdasarkan 

Undang~undang Nomor 23 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 3 

Tahun 2004 sebagaimana teJah diubah menjadi Und!lllg-undang 

Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Bank Indonesia ini, maka Bank 

Indonesia sebagai pengatur dan pengawas bank 

Undang-Undang Perbaukan tidak mengatur secara khusus hak-hak 

nasabah, baik nasabah debitur maupun hak nasabah kreditur. Perlindungan 

hukum bagi nasabah seharusnya sudah dilakukan pada tabap pra kontrak 

sampai dengan palaksanaan kontrak. Ketika hubungan huk:um antara nasabah 

dengan bank mulai tercipta, maka sejak mornentwn itu terbuka konflik hukum 

antara para pihak. 

Dalam sistem hukum perbankan Indonesia, pihak na.sabah dibiarkan 

sendiri terlunta-lunta tanpa suatu perlindungan yang predictable dan 

reasonable. Karena itu~ salah satu masalah yang sering dikeluhkan terus 

menerus adalah tidak adanya atau kurangnya perlindungan terhadap nasabah 

jika berhubungan dengan bank.26 

Perlindungan hukum dalam transaksi perbankan, merupakan hal yang 

patut dikadepaukan agar kepentingan para pihak dapal dilindungi. Wujud 

:M Munir Fuady, Hukum Perbanlwn Motkrn, {Bandung;Cltra Adytia Baktl,2003).,hlm.99 
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perHndungan hukum pada dasamya merupakan upaya penegakan hukum. 

Penegakan hukum secara konsepsional merupakan ke,giatan menyerasikan 

hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidab-kaidah. Upaya penegakan 

hokum tidak terlepas dari dta hokum yang dianut dalam masyarakat yang 

bersangkutan kedalam perangkut berbagai aturan hukum positi~ lembaga 

hukum dan proses (prilaku birokrasi pemerintahan dan warga masyarakat). 

Dalam menegakkan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan yaitu 

unsur keadllan, unsur kemanfaatan dan unsur kepastian hukum. n 

OaJam Undang-Undang Perbankan tidak ada ketentuan yang secara 

khus:us rnengatur masalah perlidungan hukum terbadap simpanan nasabah. 

Dalam pasal 29 ayat (l) Undang-undang Perbankan hanya disebutkan, 

pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesla.26 

Hal ini memberi konsekuensi bagi BI untuk lebih efektif dalam 

melakukan pem.binaan dan pengawasan bank. Sebagaj lembaga Pembina dan 

pengawas perbankan di Indonesia, Bl mempunyai peran yang besar dalam 

usaha rnelindungi dan menjamin agar nasabah tidak dirugikan1 serta 

mela.k:ukan togas dan kewenangannya untuk mengawasi pelaksanakan 

ketentuan perundang-undangan oleh seluruh bank yang beroperasi di 

Indonesia. Pengawasan yang efektif dan baik merupakan langkah preventif 

dalam meminimalisasi kasus--kasus kerugian nasabah karena tindakan bank?9 

Pada tahun 1998 melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 

diintroduksilah rumusan nasabah dalam pasal 1 angku 16, yaitu pihak yang 

menggunakan jasa bank. Rumusan ini kemudian diperinci pada angka berikut : 

" Nasabah penyinlpan dana adalah nasabah yang menempatkan dananya di 

bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah 

yang bernangkutan" (Pasal I angka 17 Undang-Undang Nornor 10 Tahun 

1998). 

" Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau 

pembiayaan berrlasark.an prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu 

'-' Syafruddin Kalo, Aiternalif Pcnyefesaion Serrgkela Perbankan Mefalui Mediasi, disampaikan 
p.ada dialog interaktifMediasi Perbankan ke~asama Bank Indonesia dengan Program Studi Ilmu 
llukum Sekolah Pascasarjana USU Mcdan, 21 Desember 2006, hlm.6. 
28 Sentoso Sembiring, Hukum Perbatrkan, (Bandung:Mandar M<:~ju,2000), hlm.65 
29 SyaiTuddin KBto, op.cil.,hlm.IO. 
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landscape perbankan, stratifikasi perbankan, atau pemetaan perbankan 

nasianal. n 

Tujuan utama Arsitektur Perbankan Indonesia adalah unttlk 

menciptakan perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan 

kestabilan sistem keuangan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi 

nasional. Mengenai pentingnya keberadaan API menurut Burhanuddin 

Abdullah secara kontekstual didasarkan pada tiga alasan, yaitu pertama, bank 

masih merupakan institusi penting bahkan terpentlng dalam menyediakan 

sumber dana untuk dunia usaha. Fungsi financial intennediary bank, yakni 

kemampuan untuk mengumpulkan dana masyarakat untuk knnudian 

membiayai pembangunan ekonomi, menyebabkan perbankan menjadi industri 

yang penti.ng. Kedua, industri pcrbankan rnemiliki potensi risiko yang dapat 

memicu instabilisasi perekonomian suatu Negara bahkan perekonomian 

global. Ketiga, Arsiktur Perbankan Indonesia juga menggambarkan upaya 

Bank Indonesia se1aku otoritas perbankan untuk lebih transparan dalam 

kebijakan perbankannya dan merupakan salah satu bentuk dari adanya 

peningkatan gnod governance di pihak Bank Indonesia?3 

API pada hakekatnya merupakan sebuah rancang bangun perbankan 

nasional jangka panjang. Untuk mewujudkan rancang bangun yang 

dikehendaki tersebut, Bank Indonesia mengidentifikasi adanya enam pilar 

yang telah dijabarkan dan diimplementasikan secara bertabap, yaitu:14 

I, Struktur perbankan yang sella~ 

2. Sistem pengaturan yang efektif; 

3, Sistem pengawasan yang independen dan efektif; 

4. Industri perbankan yang kuat; 

5.lnfastruktur pendulrung yang mencukupi; 

6, Perlindungan Konsumen. 

Jika selama ini Bank fndonesia selalu berpijak pada Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah dirubah dengan 

n Hcrmansyah, H11lwm Perhanlwn Nasionallndcnesia, {Jakarta::K.encana Media 
Group,2006),hlm.177 
JJ lbkt,hlm.lM-181. 
14 Krisna Wijaya, Djoko R.etnadi, Kcmsolidasi Perbankan Nasionol: lJari RelwpiluitJsi McnJJju 
Arsitekiur Pttrbtmlwn lmione:sia (APJ)jlakarta:Mnsyarakai ProfesiQnaf Madani, 2005),blm.l9L 

Universitas Indonesia 

~·-·--

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



23 

benlasarkan peJjanjian bank dengan nasabab yang bersangkutan. (Pasal 1 

angka 18 Undang-UndangNomor lOTahun 1998). 

Tak dilindunginya kansumen sebagai nasabah, sudah terasa sejak 

konsumen pertama kali berhubungan dengan bank. Hubungan keduanya tidak 

seimbang. Apalogi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sama sekali tidak mengenal defmisilrumusan nasabah. Ketika konsumen 

menjadi kreditur dalam bentuk gir~ deposito berjangka~ sertifikat deposito. 

tabungan atau bentuk fain yang dipersamakan. tak ada agunan apapun yang 

diberikan bank kepada konsumen., kecuali modal keperoayaan.30 

Posisi Konsumen sangatlah lemah dibandingkan dengan posisi bank. 

Undang·Undang Perbankan mengatur masalah perlindungan nasabah secara 

sumir. ltu tercennin dalam wewenang Bank Indonesia dalam melakukan 

pembinaan dan pengawasan bank. Artinya perlindungan terhadap konsumen 

sebagai nasabah bank, tidak dapat dipisahkan dari upaya menjaga 

kelangsungan bank dalam sistem perbankan nasionaL Pcrlindungannya tidak 

diatur secara tegas.:H 

Perlindungan nasaball ini perlu berkaitan dengan pembentukan sebuah 

sistem perbankan yang mantap dan akhimya bermuara pada sebuah sistem 

perbankan yang efisien. kuat dan rnantap guna menciptakan stabilitas sistem 

keuangan yang mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh kerena itu 

perbankan dan nasabah barus memiliki hubungan yang setara untuk 

mendukung sistcm perbankan yang schat. 

D. Perlindoogan Dan Pemberdayaan Nasabah Bank Dalam Arsitektur Perbankan 

Indonesia 

Sejak Januari 2004 Bank Indonesia te1ah memiliki scbuah blueprint 

mengenai tatanan industri perbankan ke depan, yaitu Arsitektur Perbankan 

indonesia. Arsitektur Perbankan Indonesia (API) adalah scbuah istilah baru 

dibidang perbankan nasional, tetapi sebelum itu telah dikenal beberapa istilah 

lain yang mempunyai arti dan tujuan relatlf sama, yaitu blueprint perbankan. 

'
0 YusufShofie,op.cil,hlml;i9. 

~~ lbid,hlm.72 
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Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 daJam pengaturan aspek kehati-hatian bank. maka dengan telah 

berlaku efektifuya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen sejak Tahun 2001 aspek pengaturan perbankan pun 

harus diper1uas dengan aspek perlindungan dan pemberdayaan nasabah 

sebagai konsumen penggunajasa perbankan. Apabila dilihat dari masa bcrlaku 

efektifnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pedindungan 

Konsumen (UUPK) yaitu Tahun 2001, maka sepintas terlihat babwa Bank 

lndonesiak:urang merespons pemberlakuan undang~undang tersebut. Namun 

demikian hal ini bukan berarti perlindungan dan pemberdayaan nasabah tidak 

diperhatikan oleh Bank Indonesia. 

Pada satu sisi, UUPK tcrsebut diperlakukan pada saat Bank Indonesia 

sedang berupaya keras melakukan pcrbaikan-perbaikan pada sistem 

perbankan, termasuk didalamnya rokapitalisasi perbankan dan penyempumaan 

berbagai ketentuan yang menyangkut aspek kehati-hatian. Sementara itu pada 

sisi Jainnya Bank Indonesia sejak awal Tahun 2002 mu1ai menyusun cetak 

biru sistem pcrbankan nasicnal yang salah satu aspek didalamnya tercakup 

upaya untuk melindungi dan mcmberdayakan nasabah. Upaya inJ kemudian 

berlanjut dan dituangkan menjadi pi!ar keenam dalam API yang mencakup 

empat aspek, yaitu mekanisme pengaduan nasabah, pembentukan lemba.ga 

rnediasi indcpenden. transparansi infonnasi produ~ dan edukasi nasabah. 

Keempat aspelc tersebut dituanglcan kedalam empat program API, adala:h35 
: 

1. Penyusunan standar mekanisme pengaduan nasabah; 

2. Pembentukan lembaga mediasi perbankan; 

3. Penyusunan standar transparansi infonnasi produk; 

4. Peningkatan edukasi untuk nasabaft. 

Keempat program diatas saling terkait satu sama lain dan secara 

bersama-sama akan dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan hak­

hak nasabah. Secara ideal, implementasi program-program diatas scbarusnya 

dimulai dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengeoai kegiatan 

n Muliaman D.Hadad (a),"Perlindtmgan dan Pembertlnymm Nasabah Bank Da/(Jm ArsilckJur 
Perbanfran lndoncsia,"disampaikan pads diskusi Badan Perlindunpn Konsumen Nasioonl, 
Ja.ka:rta, J6Juni 2006. 
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usaha dan produk-produk keuangan dan perbankan. Edukasi ini selain untuk 

memperluas wawasan masyarakat mengenai industri perbankan juga ditujuakn 

untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengenalan 

perencanaan Keuangan dan pcrbankan. Langkah selaqjutnya setelah edukasi 

adaJah dilaksanakannya transparansi mengenai karakteristik produk-produk 

keuangan dan perbankan. Transparansi ini penting dilakukan agar masyarakat 

yang berkeinginan untuk menjadi nasabah bank mendapat infonnasi yang 

cukup memadai mengenai manfaat, risiko dan biaya-biaya yang terkait dengan 

suatu produk tertentu sehingga keputusan untuk memanfaatkan produk 

tersebut sudah melalui pertimbangan yang matang dan sesuai dengan 

kebutuhan caJon nasabah, 36 

Tidak kalah pentingnya dalam upaya peningkatan dan pemberdayaan 

nasabah ini adalah keberadaan insfrastruktur di bank untuk rnenangani dan 

menyelesaikan berbagai keluhan dan pengaduan nasabah. Dalam hal ini, bank 

harus merespon setiap keluhan dan pengaduan yang diajuk.an nasabah, 

k.hususnya yang terk:ait dengan transaksi keuangan yang dilakukan nasabah 

melalui bank tersebut Untuk menghindari berlarut~Iarutnya penanganan 

pcngaduan nasabab, diperlukan standar waktu yang jelas dan berlaku umum 

disetiap bank dalam menyelesaikan setiap pengaduan nasabah. Standar waktu 

ini harus ditentukan sedemikian rupa sehingga dapat dipenuhi dengan baik 

oleh bank dan tidak menimbulkan kesan bahwa pengaduan tidak: ditangani 

dengan semestinya oleh bank?1 

Walaupun secara ideal program-program perlindungan dan 

pemberdayaan nasabah seharusnya dimulai dengan edukasi kepada 

masyarakat, Bank Indonesia merasa perlu untuk memprioritaskan program­

program Jainnya terlebih dahulu, yaitu penanganan pengaduan nasabah~ 

transparansi informasi produk perbankan, dan pembentukan lembaga mcdiasi 

perbankan independen. 

Penerbitan PBI Nomor 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Janoari 2005 tentang 

"'Transparansi lnfonnasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah" 

dan PBl Nomor 717/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2()05 tentang Penyalesaian 

14 ibid. 
n Ibid 
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Pengaduan Nasabah yang menjadl bagian Paket Kebijakan Perbankan Januari 

I 005 dan PSI Nom or 8/5/PBJ/2006 tanggal 30 Januari I 006 tentang Mediasi 

Perbankan sebagai bagian Paket Kebijakan Perbakan Januari 2006 merupakan 

realisasi dari upaya Bank Indonesia untuk menyelaraskan keglatan usaha 

perbankan dengan amanat UUPK yang mewajibkan adanya kesetaraan 

hubungan antara pelaku usaha (bank) dengan konsumen (nasabah). Sebagai 

bagian dari Paket Kebijakan Perbankan, penerbitan ketiga ketentuan tersebut 

akan dapat membawa dimensi baru dalam pengaturan perbankan dengan turut 

pula mempengaruhi perkembangan pcrbankan nasional ke depan, 

Daryono Raharjo Komisarls Bank BTN38 mengatakan bahwa untuk 

melindungi nasabah maka bank harus mampu membuat produk yang 

bcrkuaJltas, menyarnpaikan kebenaran dan mengurangi informasi yang tidak. 

benar. Program peningkatan perlindungan nasabah dapat dilakukan melalui : 

a. Menyusun standar mekani.~me pengaduan nasabah dengan 

menetapkan persyaratan minimum mekanisme pengaduan nasabah; 

b. Membentuk lembaga mediasi independen, dengan memfasilisasi 

pendirian lembaga mediasi perbankan; 

c. Menyusun transparansi informasi produk, dengan memfasilitasi 

penyusunan standar minimum transparansi informasi produk bank; 

d. Memptomosikan edukasi konsumen dengan mendorong bank~bank 

untuk melakukan edukasi kepada konsumen mengenai produk­

produk finansial. 

Pada awa1 dtgulirkan.nya gagasan pembentukan lembaga mediasi 

perbankan ini sebagian kalangan perbankan memang mcmandang: bahwa 

langkah itu akan memperberat posisi mereka. Parlahal sebenamya adanya 

Jembaga seperti ini justru akan memperkuat posisi perbankan dihadapan 

nasa bah. Hal inijustru akan memperkuat daya saing perbankan. 

Pada PBl Nomor 717/PB112005 tentang Penyeiesaian Pengaduan 

Nasabah. Bank Indonesia mewajibkan seluruh bank untuk menyelesaikan 

setiap pengaduan nasabah yang terkait dengan adanya potensi kerugian 

finansial pada sisi nasabah. Dalam PBI ini diatur mengenai tatacara 

Js htto://www.ocrbanasimrtitudc.ac.id. dinkses tanggal2Junl2009 

Universitas Indonesia 

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



28 

penerirnaan, penanganan dan juga pemantauan penyelesaian pengaduan. 

Selain itu, bank diwajibkan pula untuk memberikan laporan triwulan kepada 

Bank Indonesia mcngcnai pelaksanaan penyelesaian pengaduan nasabah 

terse but. 

Dalam l:Jasal 6 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7n!PBI/2005 tentang 

PenycJesaian Pengaduan Nasabab~ menyebutkan : 

1. Bank wajib menerima peogaduan yang diajukan oleh nasabah dan 

atau perwakilan nasabah yang terkait dengan transaksi keuangan 

yang dilakukan nasabah. 

2. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dapat dilakukan 

secara tertulis dan atau lisan. 

3. Dalam hal pengaduan dilakukan secara tertulis, maka pengaduan 

tersebut wajib dilengkapi fotocopi identitas dan dokumen pendukung 

lainnya. 

4. Pengaduan yang dilakukan secara lisan wajib diselesaikan dalam 

waktu 2 (dua) hari kelja. 

Dengan laporan nasabah atau pcrwakilan nasabah tersebut..c selanjutnya 

kewajiban bank untuk menyelesaikan masalah nasabab dalam waktu 20 

(duapuluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan tertulis.19 

Hasilnya disampaikan. kepada nasabah atau perwakilan nasabah. Bank yang 

menerima dan menyeJesaikan pengaduan nasabah wajib menyampaikan 

kepada Bank Indonesia. 

Untuk memastikan bahwa bank tefah melaksanakan ketentuan 

penyelesaian pengaduan nasabah, maka sctiap triwulan bank diwajibkan 

menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia rnengenai kasus-kasus 

pengaduan yang sedang dan telab diselesaikan oleh Bank. Laporan ini 

nantinay akan disusun sedernikian rupa sehingga akan mudah dik.etahui 

produk apa yang paling bermasalah dan jenis perrnasalahan yang paling sering 

dikemukakan nasabah. Melalui laporan ini pula Bank Indonesia akan da:pat 

memantau permasaJahan yang kemungkinan dapat berkembang menjadi 

permasaiahan yang bersifat sistematik sehingga dapat segera dilakukan 

19 Lihat Pasal2 dan Pasal lO PBI Nomor 717/PBI/2005 
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langkah~langkah preventif untuk mencegah ekskalasi pennasalahan yang 

dapat mem.pengaruhi k:epercayaan masyarakat pada lernbaga pcrbankan. 

Sanksi yang diberikan terhadap hank yang melanggar ketentuan tersebut 

sebagairnana diatur dala PBI Nomor 10/10/PB!/2008 tentrng Peruballan Atas 

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7niPBI/2005 tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah tennuat dalam Pasal 17 yaitu dikenakan sanksi 

administratif sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 TaflUn 1992 

tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 

10 Tahun I 998 berupa teguran tertulis dan terhadap pelanggaran tersebut 

djperhitungkan dengan kornponen penilaian tingkat kesehatan bank. 

E. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Bank Dalam Pemtumn Bank 

Indonesia Tentang Mediasi Perbankan 

Penyelesaian sengketa antara bank dan nasahah telah dilakaanakan oleh 

Bank Indonesia, melalui Direktorat Investigasi dan Mediasi Perbankan. 

Regulasi berkenaan dengan mediasi perbankan telah diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan pengaturan kewenangan Bank 

Indonesia dalam pengawasan Bank. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 

Undang-Undang Nomor 23 'rahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa Bank 

Indonesia mengatur dan rnengawasi bank. 

Tndustri perbankan yang sehat juga perlu didukung pengawasan yang 

independen dan erektif seperti yang tcrtuang didalam Pilar Ketiga APJ. 

Pengawasan independen dan efektif sangat diperlukan baik kini maupun 

jangka panjang, sebagaimana jawaban atas meningkatnya kegiatan usaha 

maupun kompleksitas risiko perbankan. Bank-bank tidak lagi hanya menjual 

produk dan jasa perbankan melainkan juga produk keuangan lain seperti 

asuransi, efek beragun asset. dan reksa dana sehingga diperlukan pengawasan 

yang lebih kompleks.4
1l 

Konteks pengawasan bank melalui mediasi perbank.an yang oleh 

Undang-Undang Bank Indonesia diberikan kewenangan pengawasan hank 

kepada Bank: Tndonesia sangat penting untuk diterapkan. Bank Indonesia 

~0 Agus Sug.iarto, mcmbangun Fundamental Perbankan YangKuat,bnp:/Jwww.ppatk..go.id. diekses 
tunggal 5 Juni 2009 
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berdasarkan undang--undang tersebu~ diberika:n kewenangan untuk mengawasi 

bank. Kewenangan terSebut diberikan lcewenangan untuk rnengawas:i bank.. 

Pengawasan yang dilaksanakan Bank Indonesia terhadap bank dapat 

berupa pengawasan langsung yaitu berbentuk pemeriksaan yang disusul 

dengan tindakan-tindakan perbaikan, juga dapat berupa pengawasan tidak 

langsung yaitu suatu hentuk pengawasan dini melalui penelitian analisis dan 

evaluasi iaporan bank.·H 

Penerapan pengawasan bank itu berkaitan dengan kepercayaan 

masyarakat terhadap bank. Karena hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap suatu bank mempunyai dampak: domino yang dapat mempengaruhi 

kepercayaan terhadap lainnya. sehingga perbankan secara keseluruhan 

mengalami kesulitan. Oleh karena itu, kebutuhan untuk melaksanakan 

pcmbinaan dan pengawasan terhadap perbankan mutlak diper1ukan untuk 

menjaga kepercayaan masyarakat-42 

Tujuan pengawasan bank untuk meningkatan keyakinan masyaraka~ 

babwa bank dari segi keuangan tergolong sehat, bank dikelola secara baik dan 

professional serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat 

yang menyimpan dananya di bank. Tekanan dan perhatian diberikan aspek­

aspek didalam individual bank yang diharapkan dapat melindungi 

pengernbalian dana masyarakat. Tujuan umum pengawasan dan pembinaan 

bank adalah menciptak:an sistem perbankan yang sehat. yang memenuhi tiga 

aspek yaitu pelbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat 

dengan baik dan perbankan yang berkembang secara wiYar serta bennanfaat 

bagi perekonomian nasional. 

Pemeliharaan kepentingan masyarakat dapat tercipta dengan 

rnengupayakan agar secara individual bank beroperasi dengan sehat dan 

efisien. Dengan demikian akan tercipta perbankan yang aman serta rnampu 

memenuhi kewajiba.nnya kepada para deposan. Perbankan harus berkembang 

sccara wajar sehingga pelayanan jasa perbankan dapat menyentuh lapisan 

masyarakat. Perbankan sebagai pusat teknologi dan inovasi mampu secara 

aktif mencari dan mengembangkan potensi ekonomi yang belum tergali 

il MuMmmad Djumhana. Hukum .Perbanl<:an Di Indones1a.op.ci/.,h!m.l04 
42 Zulkamaen Nasution, op.ciL,blm.9. 
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didalam masya.rakat. Bank harus dapat tumbuh namun pertutnbuhan tersebut 

hendaknya berlangsung secara wajar. Bank yang sehat dan efisien bermanfaat 

bagi perkembangan ekonomi dan dapat menunjang pengendalian moneter:n 

Pcr:kenaan dengan mediasi perbankan sejalan dengan kewenangan BI 

datam power to regulate. Melalui itu memungkinkan otorita.<; pengawas (Bl) 

mengatur kegiatan operasi bank betupa ketentuan dan peraturan sehingga 

dapat memenuhi harapan masyarakat alas kecukupan dan lrualitas pelayanan 

jasa perbankan.44 

ll. Mediasi Perbankao Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa 

A. Latar Belakang Muneuluya Mediasi Perbankan 

Sengkcta atau perselisihan didalam berbagai kegiatan bisnis sebenamya 

merupakan sesuatu yang tidak dihampkan te!jadi karena dapat mengakibatkan 

kerugian pada pihak-piliak yang bersengketa, haik mereka yang berada pada 

posisi yang benar maupun pada posisi yang salah. OJeh karena itu, tedadinya 

sengketa bisnis perlu dihindari untuk menjaga reputasi dan relasi yang balk ke 

depan. Walaupun demik.ian, sengketa kadang~kadang tidak dapat dihindari 

karena adanya kesalapahaman~ pelanggaran perundang~perundang, ingkar 

janji, kepentingan yang berlawanan, dan atau kerugian pada salah satu pihak.45 

Bank sejak awal berkewajiban untuk mcnyelesaikan setiap pengaduan 

dati nasabah dan harus menetapkan kebijakan dan membuat suatu prosedur 

tertuiJs yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelcsaian 

pengaduan serta pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Bank 

wajib memiHki unit dan atau fungsi khusus pada setiap kantor bank untuk 

menangani dan rnenyelesaikan pengaduan yang diajukan oleh nasabab 

ataupun oleh perwakilan nasabah. Unit atau fungsi sebagaimana dirnaksud 

diberikan kewenangan yang cukup yang akan menjamin bab.wa setiap 

4
:; Zulla:unaen Sltompul, op.cit,,hlm.220 

~4 lbid.,219 
.u Sarrusi BinLang, Dahlan. Pokok~po!rok llulatm Elwnomi dan Btsm·s, {Bandung:Citr:a Aditya 
Bakti,2000),hlm.ll3 
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pengaduan yang diajukan oleh nasabah dan atau perwakilan nasabah ak.an 

diselesaikan secara efektif. 

Namun pada kenyataannya penyelesaian pengaduan oleh bank tidak 

selalu dapat memuaskan nasabah yang mungkin saja dikarenakan tidak 

dipenuhinya tuntutan nasabah baik untuk seJuruhnya maupun sebagian. 

Ketidakpuasan nasabah akan mempengaruhi reputasi bank dan lebih lanjut 

dapat mengurangl kepercayaan masyarnkat pada lembaga perbankan dan 

mengurangi hak-hak nasabah. Apabila pengaduan nasabab tidak diselesaikan 

dengan balk oleh bank, maka berpotensi menjadi perselisihan atau sengketa 

antara nasabah dengan bank cenderung berJarut-Jarut. Hal ini antara lain 

ditunjukkan dengan cukup banyaknya keluhan-keiuhan nasabab di berbagai 

media. 

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat dilakukan 

melalui jalur arbitrase, pengadilan atau rnelaiui alternatif penyelesaian 

sengketa yaitu dengan cara mediasi. Nasabab kecil dan usaha mikro dan kecil 

akan mengalami kesulitan jika menempuh jalur arbitrase atau peogadUan 

mengingat memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedik.it. Serta 

penyelesaian melalui pengadiian negeri, baik serta pcrdata maupun pidana 

banyak: kendala yang sering dihadapi. 

Kendala tersebut antara lain lamanya penyeJesatan perkara, serta 

putusan yang dijatubkan seringkali mencenninkan tidak adanya unifred legal 

work dan unified legal opinion antara PengadHan Negeri, Pengadllan Tlnggi 

dan Mahkamah Agung.46 

Untuk menyikapi hal tersebut. maka Bank Indonesia scbagai otoritas 

pengawas industri perbankan bcrkepentingan untuk meningk:atkan 

perlindungan terhadap nasabab dalam berhubungan dengan bank. Mengingat 

pentingnya permasalahan tersebut. Bank Indonesia telah menetapkan upaya 

perlindungan nsabah sebagai saiah satu pilar dalam Arsitektur Perbankan 

lndonesia (API) yang diluncurkan oleh Gubemur Bank Indonesia pada tanggal 

9 Januari 2004. 

-«> Yahya Har:ahap, Perlall'(ltUUJ Terltadop Eksekusi Grose Akla SerJa Putustm Pengadilan dan 
Arbi'lrase dan Standm ttkum Elrsekusi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 19%},1llm.5. 
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Perlindungan konsumen perbankan merupakan salah satu permasalahan 

yang sampai saat ini beJum mendapat tempat yang baik didalam sistem 

perbankan nasional. Perhatian khusus didalam Pilar keenam Arsitektur 

Perbankan Indonesia. Dengan mengangkat msalah perlindungan konsumen 

tersebut kedalam Atsitektur Perbankan Indonesia, hal ini menunjukkan 

besamya komitmen Bank Indonesia dan perbankan untuk menempatkan jasa 

perhankan memiHki posisi sejajar dengan bank-bank. Seringkali ketika 

berhadapan dengan bank posisi nasabah selaiu bernda dalam posisi yang 

lemah atau kurang diuntungkan apabila tcljadi kasus-kasus perselisihan antara 

bank dengan nasabahnya, sehingga nasabah dirugikan. 41 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perbankan bersama-sama 

dengan masyarakat akan memiliki beberapa agenda yang bertujuan untuk 

memperkuat perlindungan konsumen. Agenda tersebut adalah dengan 

menyusun mekanisme pengaduan nasabah. membentuk lembaga mediasi 

perbankan (ombudsman), meningkatkan transpanmsi infonnasi produk. dan 

melakukan edukasi produk-prouduk sertajasa bank kepada masyarakat luas.4
& 

Di Australia Iembaga seperti ini muncul atas inisiatif sektor publik dan 

swasta. Bermula darl adanya lembaga Ombudsman industri perbankan 

Autralia Tahun J 989 dan kemudian muncul komisi praktik atau penerapan 

harga dan fee yang memberatkan konsumen. Dalam perkembangannya 

lembaga ini justru masuk kedalam lingkup perbankan. Dan selanjutnya 

muncul aturan dari praktik perbankan bahwa lembaga didanai industri 

perbankan. Tujuannya adatah untuk mengurangi keluhan dan keberatan 

nasabah. Salah satu car.mya dengan meminta perbankan memberikan 

inforrnasi yang Jengkap kepada nasabah mengenai pmduk dan jasa yang 

diberikan. 

Paket Januari 2005 yang dikeluarkan Bank Indonesia antara lain 

bertujuan rnemaksa bank memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada 

nasabah dengan menjamin hak-hak nasabah da1am bertransaksi dengan bank. 

41 Hermansyah,op..dt.,hlm.l88. 
4

! Agus Sugiarto, Merobangun Fundam!!ntal Perbankan Yang Kuat. bltp;I/W'h"!!:,P.Patk.w.id, 
diakses tanggal6 Junl 2009. 
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Dua dari deJapan produk yang diterbitkan pada tanggal 24 januari 2005 yaitu 

PBI Nornor 7/6/PBifl005 tentang Transparansi Info1111asi Produk Bank dan 

Penggunaan Data Pribadi Nasabah, dan PBI Nomor 7n/PBifl005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang dirubah dengan PBI Nomor 

10/10/PBI/2008 tentang Perubahan Atas PBI Nomor 7n/PBifl005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabab, memuat ketentuan yang dapat digunakan 

sebagai sarana untuk memberlkan perlindungan kepada nasabah bank. 

Transparansi infonnasi mengenai produk bank sangat diperlukan untuk 

memberikan kctielasan kepada nasabah mengenai manfaat dan risiko yang 

melekat pada produk tersebut. Sedangkan menyelesaikan dengan segera 

pengaduan nasabah dlharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat 

tcrhadap industri perbankan49 

Secrua kbusus huk dasar yang dimiliki nasa bah terdiri dari dua yaitu 50 

Pertama, hak atas transpa.ransi informasi produk dan penggunaan data 

pribadi nasabah, hak atas transparansi informasi produk bank dan penggunaan 

data pribadi nasabah. Dalam hal ini PB1 mewajibkan agar infonnasi produk 

yang ditawarkan bank kepada nsabah harus memuat sekurang-kurangnya 

nama produk, jenis produk. manfaat dan risiko yang melekat pada produk, 

perltitunglln bunga atau bagi basil dan margin keuntungan, jangka waktn 

berlakunya prodtik dan penerbit produk. Disamping itu bank dilarang untuk 

mencantumkan informasi dan atau keterangan mengenai karakteristik produk 

yang letak dan atau bentuknya sulit terlihat dan atau tidak dapat dibaca secara 

jelas dan atau yang mengungkapkannya sulit dimengertl. 

Kedua1 hak menyampaikan ketidakpuasan terhadap bank melalui 

pengllduan nasabah. Apabila nasabab tidak puas dengan basil panyelesaian 

pengaduan yang dilakukan bank, rnaka perlu discdiakan media yang 

menampung penyelesaian sengk:eta antara nasabah dengan bank. Mengingat 

sebagian besar nasabah bank adalah nasabah kecil maka media penyelesaian 

sengketa nasabah dengan bank haruslab memenuhi unsur sederhana. murah 

dan cepat. Sederhana dalam arti proses panyelesaian sengketa diluksanukan 

tanpa melalui proses yang berkepanjangan, murah dalam arti tidak 

4
9" Zulkarnaen Sitompul,op.ciL,hlm.lSl-182 

~ 0 Acram M.Azis, Hak Oasar Nasabah,bttp;f/cctakSajar.co.id diakses tanggal6 Juni 2009 
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meoimbulkan beban tambahan yang memberatkan nasabal!, dan cepat dalam 

arti penyelesaian sengketa dilaksanakan dalam jangka waktu relatif singk.a.t.51 

Kemudian pada Tahun 2006 Bank Indonesia mengeJuarkan kebijakan 

lagl mengenai perlindungan terbadap nasabah yaitu dengan dikeJuatkannya 

PBT Nomor 815/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yang dirubah dengan 

PBI Nomor I0/1/PB!/2008 dan Sural Edarnn Bank Indonesia (SEBI) Nomor 

8!14/DPNP (yang dirubah dengan PBT Nomor 1011/PBI/2008 tentang 

Perubahan Atas PBI Nomor 815/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan). 

Penerbitan PBI tersebut memberikan angin segar terhadap nasabah bank 

kbususnya nasabah kecil yang selalu saja berada dipihak yang dirugikan bila 

berhadapan dengan bank. Undang~Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Perlindungan Konsumen mernang telah mernberikan perlindungan yang kuat 

kepada konsumen misa!nya dengan penerapan prinsip praduga lalailbersalah 

(presumption of negligence). Prinsip ini mengajarkan bahwa apabila produsen 

tidak lala4 rnaka konsumen pasti tidak rugi. Dengan kata lain,jika konsumen 

menderita kerugian maka pihak predusen pastilah !alai. Nasabab bank turut 

dikategorikan sebagai konsumen oleh UUPK schingga turut dilindungi oleh 

UndangwUndang tersebut. Sayangnya Undang-Undang ini belum mengatur 

secara rinci tentang tanggung jawab produsen bilamana produk yang 

diproduksinya merugikan konsumen* khususnya nasabah bank. Olch karena 

itu PBl diharapkan dapat menutup celah yang ditinggal o1ch UUPK sehingga 

dapat memberikan perlindungan yang lebibjelas kepada nasabab bank. 52 

Ada beberapa latar belakang dikeloarkannya Mediasi J>erbankan, yaitu :53 

1. Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank tidak selalu dapat 

memuaskan nasabah dan berpotensi menimbulkan sengketa di 

bidang perbankan antara nasabah dengan bank; 

2. Penyelesaian sengketa dibidang perbankan yang berlanrt-larut 

dapat merugikan nasabah dan meningkatkan risiko reputasi bagi 

bank; 

~"~~i!i;;;;;;;:;::,m. diak.'>cs tanggal 6 juni 2009 

: 
n Lihat konsidenlnsi Meoimbang dalam PBI NoJ!:t5/PB112006 
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3. Penyelesaian sengketa dibidang perbankan antara nasabah dengan 

bank dapat dilakukan secara scderhana, murah dan cepat melalui 

secara mediasi. 

Penyelesalan pengaduan nasabah oleh bank yang diatur daiam PBJ 

Nomor 717/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabah ini tldak selalu dapat memua'lkan nasabah. Ketidakpuasan 

tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak dipenuhi bank, 

baik seluruhnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidak.puasan tersebut 

berpotensi menimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank~ yang apabila 

berlarut~larut dan tidak segera ditangani dapat mempengaruhi reputasi bank, 

mengurangi kepercayaan masy:arakat pada lembaga perbankan dan merogikan 

hak-hak nasahah. 

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank dapat 

dUakukan melalui negosiasi konsiJias~ mediasi. arbitrase, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Aroitrase dan 

Altematif Penyelesaian sengketa nasabah dengan bank bagi nasabah kecil 

perlu diupayakan secara sedcrhana, murah. dan cepat mclalui penyelenggaraan 

mediasi perbankan agar bak-hak mereka sebagai nasabah dapat teljaga dan 

terpenuhi dengan baik. 

Tujuan Medlasi ini adalah :54 

a. Membantu mencarikan ja~an kelua:r atau alternatif penyelesaian atas 

sengketa yang timbul diantara para pihak: yang disepakati dan dapat 

diterima oleh para pibak yang bersengketa. 

h. Proses negosiasi ada1ah proses yang forward looking dan bukan 

backward looking. 

Yang hendak dicapai bukan rnencari kebenaran dan atau dasar hukum 

yang diterapkan namun tebih kepada penyelesaian masalah. 

c. Melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai tetjatinnya komunika.si 

yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa. 

$< Felix Oentoeng Soebagjo, Medias/ Sebagai Allernatif Pcnyelesaian Sengketo Dibidtmg 
Perbankm~ Bahan Diskusi Terbatas "Pclaksanaan Medtasi Pcrbankan o!eh BI Dan Pembentukan 
Lembaga lndependcn Mcdiasi Perbankan"'. Ke~asama Magsiler Hukurn Bisnis dan Kenegaraan 
UGM Yogyakart.a dan BI, Yogy11karta, 21 Maret 2007,hlm.3. 
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d. Menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengat, memahami 

alasanlpenjelasanfargumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan 

pihak yang lain. 

e. Dengan adanya perternuan tatap muka., diharapkan dapat mengurangi 

rasa marah atau bermusuhan antara pihak yang satu dengan pihak yang 

lain. 

f. memahami kekurangan atau kelebihan atau kekuatan masing-masing 

dan hal ini diharapkan dapat mendekatkan cara pandang dari pihak­

pihak yang bersengketa, menuju suatu kompromi yang dapat diterlma 

para pihak. 

Perselisihan dengan pihak bank sebenamya tidak perlu terjadi bila 

kedua belah pihak mematuhi rambu-rambu yang telah disepakati. Nasabah 

seharusnya memiliki kewajiban membayar tagihan-tagihannya, misalnya 

tagihan kartu kredit dan cicilan kredit lain. Disisi Jain nasabah punya hak 

untuk mendapatkan informasi apa saja tentang produk dengan lengkap dan 

jelas. Tidak hanya itu, nasabah berhak mendapatkan pelayanan yang baik 

(service excellence) dari bank. Pelayanan yang baik tidak. hanya meliputi hal­

hal fisik, tapi juga nonfisik perbankan, kcramahtamahan bank dan bukan 

ditakut-takuti dengan debt roilector. Bank sehamsnya bekerja dengan etika 

yang benar. Bank mempunyai ha.k mendapatkan kembali uang yang sudah 

dipinjam nasabah beserta bunganya. Tapi. bank juga mempunyai kewajiban 

mclayani nasabah sebaik mungkin. 

B. Pengertian dan Batasan Mediasi 

Ada beberapa pengertian mediasi, antara lain : 

l. Mediasi adalah proses negosiasi penyelesaian masalali {sengketa) 

dimana suatu pihak luar tidak memihak. netraf. tidak beketja dengan 

para pihak yang ber<engketa, membantu mereka (yang bersengketa) 

mencapai suatu kesepakatW1 basil negosiasi yang memuaska.n.55 

H Garry goodpaster, Panduan Neg,oslasi don Mediasf (ELJPS: Seri D<LSilf Hukwn F.Jronomi 9}, h!m 
24L 
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2, Mediation is a process i"n which two or more people involved in a 

dispute come together, to try to work out a solution lo their problem 

with the help of a neutral third person. called the "Mediator". 56 

3. Medlasi adalah proses penyelesalan sengketa yang melibatkan 

mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai 

penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian 

atau selurull permasalahan yang disengketakan.~7 

Untuk memberikan de:finisi mengenai rnediasi bulcanlah suatu hal yang 

mudah. Laurence Boulle dalam bukunya Mediation: Principles, Process. 

Practice mengernukakan "Mediation is not easy to define". Hal ini 

disebabkan karena mediasi tidak memberikan satu model yang dapat 

diuralkan secara terperinci dan dibedakan dari proses pengambilan keputusan 

lainnya.ss 

Laurence Boulle dalam bukunya Mediation: Principles, Process~ 

Practice, memberikan defmisi Medias!, yaitu sebagai berikut: 

Upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang 

netra.l, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan, yang 

membantu pihak~pihak yang bersengketa rnencapai penyelesaian (solusi) 

yang diterima kedua belah pihak.59 

Christoper W. Moore mengemukakan: 

.... the inlervention in a negotiaaon or a conflict of an acceptable third 

party who has limited or no authoritative decision-making power but who 

assists the involved parties in voluntarily reaching a mutually acceptable 

settlement of issues in disputes. oa 

Definisi terscbut menjelaskan bahwa Mediasi dalam sebuah sengketa atau 

negosiasi oleh pihak kctiga yang bisa diterima pihak yang bersengketa, bukan 

merupakan bagian dari kedua belah pihak dan bersitat net:raL Pihak ketiga ini 

5!i Peter Lovenheim, How to Media!e YcHr Dispute {Berkeley:Nolo-Press,J996}, him I.]_ 
51 Pe:rnturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006, angka 5 
n Gatot Soemarl!mo, Atbitrase dan Mediasi Dl btdonesia,(Jakarta: Clfamedia Pustaka 
Utama,.2006),hlm. 119. 
5

9" Jbid,hlm.2. 
6° Christopher W. Moore, The MediaJion Process: Practical Stralegiesfor ResoMng Ctmjlict 
(San Fram;:isco: Jossey~Bnss Publishers,l996),hlmJS. 
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tidak mempunyai wewenang untuk mengambit keputusan. Dia bertugas untuk 

membantu para pihak-pihak: yang bertikai agar secara sukarela mau mencapai 

kata sepakat yang diterima oleh rnasing-masing pihak dalam sebuah 

persengketaan. 

Menurut John W. Head, mediasi adalah suatu prosedur penengah dimana 

seseorang bertindak sebagai "kendaraan" untuk berkomunikasj anta.r para 

pihak, sebingga pandangan mereka yang berbeda atas sengketa tersebut dapat 

dipahami dan mungkin didamaikan, tetapi tanggung jawab utama tercapainyn 

suatu perdamaian tetap berada ditangan para pihak sendiri.6 r 

Kamus Hokum Ekonoml BLIPS, mengatakan bahwa: 

Mediation, mediasi: salah satu altematif penyelesaian scngketa di luar 

pengadilan dengan menggunakan jasa seorang mediator atau penengah, 

sama seperti konsHiasi. 

Mediator, penengah: seseomng yang menjalankan fungsi sebagai 

penengah terhadap pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan 

sengketanya."' 

Priyatna Abdurrasyid mengemukakan mediasi merupakan suatu 

proses dimana sengketa antara dua pihak atau lebih {apakah berupa 

perorangan, kelompok. atau perusahaan) diselesaikan dengan menyampaikan 

sengketa tersebut pada suatu dengar pendapat iangsung dihadapan pihak 

ketiga yang mandiri dan independen (mediator) yang berperan untuk 

membantu para pihak menyampai penyelesaian yang dapat diterima atas 

masaJah yang dipersengk:etakan. Mediator wajib independen dan tidak 

dibenarkan menerapkan tipu daya dalam usaha pe.nyeJesaian antara para 

pihak.63 

Susanti Adi Nugroho, memberikan definisi mediasi adalah proses 

negosiasi pemecahan masa[ah dimana pihak~pihak ketiga tidak memihak, 

bekerjasama dengan para pihak yang bersengketa untuk membantu 

~ 1 Jnhn W.Head, Pengantar Umum Hukum FJ:nnomi, (JBkarta:Proyek ELIPS,l997),hlm.42. 
~ Tim Penyuntlng Kamus Hulrum Ekonomi ELIPS, KamuA 1/ukum Ekonomi EL!PS 
(J""""'oELIPS Project,l997),hlm.lll. 
"l H.Priyatna Adurrasyid, Abifrase & Alternatif Penyelesaian. Senglreia :Suaiu Pengantar 
{Jakana: Fikahati Aneka,2002),h lm.44. 
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memperoleh kesepakatan yang memuaskan. Dari pengertian tersebut maka 

dapat diketahui unsur-unsur pengertian mcdiasi, yaitu:64 

1. Mediasi berdasarkan asas kesukarelaan rnelaiui suatu perundingan. 

2. Mediator hanya mernbantu para pihak untuk mencari penyelesaian. 

3. Mediator harus diterima oleh para pihak yang bersengketa. 

4. Mediator tidak mempunyai kewenangan untuk mengambi1 keputusan. 

5. Mediator hanya membantu para pihak untuk menyelesaikan sengketa. 

6. Tujuannya mengambil kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak. 

Dari perumusan diatas dapat disimpulkan bahwa :65 

a. Tidak sebagaimana halnya seorang hakim atau arbiter, seorang 

mediator tidak da1am posisi (tidak mempunyai kewenangan) untuk 

memutus sengk:eta para pihak. 

b. Tugas dan kewenangan mediator hanya mcmbantu dan 

memfasilitasi pihakRpihak yang bersengketa dapat mencapai suatu 

keadaan untuk dapat mengadakan kesepakatan tentang hal-hal yang 

disengketakan, 

c. Mediasi adalah Non~Coercive. fni berarti babwa tidak ada suatu 

sengketa (yang diselesaikan melalui jalur mediasi) akan dapat 

diselesaikan, kecuali hal tersebut disepakati atau disetujui bersama 

oleh pibak-pihllk yang bersengketa. 

Unsur-Unsur Mediasi66 terdiri dari: 

I. Dalam suatu proses mediasi akan dijumpai adanya dua atau Jebih pihak­

plhak yang bersengketa, maka disimpulkan sebagai berikut: 

a. Jika dalam suatu proses mediasi hanya dijumpal adanya suatu pihak 

yang bersengketa,. maka hal itu menjadikan tidak terpenuhinya unsuf\o 

unsur pihak-pihak yang bersengketa. 

b. Adanya unsur "Sengketa" diantara para pihak. 

""' Susanli Adi Nugroho7 Mediasi Perhanlwn, disnmpaikan pada Diskusi Terhatas Mengenai 
Medlasi Perbankan Kerjusama Bank Indonesia dengan K.njian Hulrum Bi:mis Fakultas Hukurn 
Universitas Sriwijaya. Palembang. 12 April2007 
6s Felix Oentoeng Soebagjo,op.cit,hlm.L 
1i~ Felix Socbagjo d!m Erman Rndjagukguk, Arbitrase di Indonesia. Seri Dasar Hulamr Ekonomi 2 
(Jakarta: Ghalia Indonesia. 1995), hlm.16. 
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2. Adanya "Mediator" yang membantu mencoba rnenyelesaikan sengketa 

diantora para pihak. 

a. Mediator harus mempunyai kemampuan dan keahlian sehubungan 

dengan bidang masalah yang bersengketa. 

b. Mediator harus mempwtyai kemampuan dan keahlian sehubungan 

dengan bidang atau masalah yang disengketakan. 

c. Mediator juga tidak boleh mempunyai benturan kepentingan atau 

hubungan afiliao;i dengan pihak-pihak dalam sengketa rnasalah yang 

disengketakan. 

Dasar Hukum Mediasi adalah : 

a. Landasan filoso:fi Pancasila dan budaya bangsa Musyawarah 

b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. 

c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 lentang Arbltrase dan 

AltematifPenyelesaian sengketa. 

d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor I Tahun 2008 Ten tang 

Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Dalam Pasal I angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 

disebutkan bahwa altematif penyeiesaian sengketa adalah lembaga 

penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati 

para pihak yakni penyeiesaian sengketa di luar pengadiian deng.an cara 

konsultasi, negosiasi, mediasi~ konsiliasi atau penilaian ahli. 

Ketentuan tersebut tidak memberikan defmisi yang jelas tentang apa dan 

bagaimana aiternatif penyeJesaian sengketa itu. Misalnya, tidak adanya 

penjelasan jebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan negosiasi atau 

mediasi. Hal ini sangat diperlukan untuk mengbindali timbulnya kesalahan 

subjektivitas dalam penafsiran. Babkan sangat disayangkan dari 82 pasal yang 

terdapat da1am Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut hanya satu 

pasal. yaitu pasal 6 yang menjclaskan secara surnir (dangkal) proses 

penyelesaian sengketa meJalui altematif penyelesaian sengketa.~7 

61 Galot Soemamolo,op.cit,hlm.4. 
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Secara umum pengaturan mediasi diatur daJam Undang~Undang 

Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 

Sengketa, sedangkan secara khusus terdapat pengaturan mediasi dalam 

PERMA Nomor I Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. 

Dalam Pasal l angka 7 PERMA Nomor I Tahun 2008 menyebu!kan 

bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan 

untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator. Dari 

pengertian mediasi ter:sebut dapat dikctahui bahwa mediasi dilaksanakan 

untuk memperoleh kesepakalan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak 

yang bersengketa. Hal ini di1akukan melalui perundingan yang dibantu oleh 

soorang mediator. 

C. Karakteristik yang Terdapat Dalam Medias! Perhankan 

Karakteristik yang terdapat dalam penyelesaian sengketa melalu1 

medfasi perbankan adaJah sebagai berikut: 

l. Adanya sengketa yang diajukan oleh nasabah bank ke penyelenggara 

mediasi 

Dalam Pasal I !Ulgka 4 PBI Nomor 815/PBI12006 menyebutkan bahwa 

sengketa adalah pennasalahan yang diajukan oleh nasabah atau perwakilan 

nasabah kepada penyelenggara mediasi, setelah melalui proses penyelesaian 

pengaduan oleh bank sebagaimana diatur dahun Peratw:an Bank Indonesia 

tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 

Dar1 perumusan tersebut, ada kesan seolah-olah yang mempunyai 

sengketa hanyalah nasabah, sedangkan bank tidak mempunyai sengketa. 

Dalam persepsi Jain adalah bahwa yang tunduk untuk harus menyelesaikan 

sengketa hanyalah nasabah, sedangkan bank dapat dan bebas menggunakan 

jalur penyelesaian sengketa lain. Kalaupun bank keruudian mengajukan 

sengketa tersebut kepada penyelenggara mediasi perbankant hal ini tidak dapat 

dilayani karena tidak termasuk dalam cakupan 11sengketa" sebagaimana yang 

dimaksud dalam Pasal l angka 4 PBI No. 815/PBI/2006, dapat menimbulkan 

tafsir yang keliru. Dikhawatirkan jika pihak yang mengajukan permasalahan 

hanyalah nasabah, dan bank merasa tidak mempunyai sengketa, tidak bersedia 
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menandatangani Agreement to Mediate sehingga tujuan pembentukan lembaga 

mediasi perbankan akan sulit dicapai.68 

Tidak semua sengketa antara nasabah dengan bank dapat diseJesaikan 

melalui mediasi perbankan, Sengketa yang dapat diselesaikan meJa1ul mediasi 

perbankan barns memenubi 2 (dua) persyar,atan yakni syarat subjektif adalah 

syarat yang berkenaan dengan pihak yang mengajukan sengketa yakni nasabah 

atau perwakilan rut'>tibah dan sudah pcrnah dibawa ke forum peoyelesaian 

pengaduan nasabah oleh bank, sedangkan syarat obyektif adaleh yang 

berkaitan dengan obyek sengketa yaitu tuntutan nilai sengk:eta paling banyak 

Rp. 500.000.000,- (lima ratusju1a) dan tuntutan tidak bersifut immaterial. 

2. Dalam mediasi perbankan dua pihak yang bersengk:eta adalah nasabah 

dengan bank 

Pihak-pihak yang hersengketa dalam mediasi perbonkan ini adalah 

antara nasabah dengan baak. Nasabah adaleh pihak yang meoggunakan jasa 

bank, tennasuk pihak yang tidak memlllki rekening namun memanfhatkanjasa 

bank, termasuk pihak yang tidak memiliki rekening namun memanfaatkan jasa 

bank untulc melakukan transaksi kcuangan (walk-in customer).69 Dalam hal ini 

nasabah dapat diwakilkan. Perwakilan nasabah ini dapat terdiri dari 

perorangan, lembaga dan atau badan hukum yang bertindak untuk dan atas 

nama nasa bah berdasarkan surat kuasa khusus dari na.sabah. Sedangkan Bank 

adalah Bank Umum dan Bank Perkreditnn Rakyat scbagaimana yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan.70 

Dalarn pelaksanaan proses mediasi, baik nasabah maupun bank dapat 

memberikan kuasa kepada pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama 

nasabalt atau bank. Da1am ha1 ini pihak: yang menerima kuasa dapat berupa 

perseorangan, lembaga, atau badan hukum. Untok memahami pengertian 

kuasa secara umum, dapat dirujuk pasal 1792 KUH Perdata, yang herhunyi: 

,g Felix Oentoeng Soebagjo.op.cil,blm.2. 
69 Pasal 1 angka 2 PBI Nomor S/5/PBII2006 
m Ibid, angkal 
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"Pemherian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang 

memberikan kekuasaan kepada seorang lain~ yang meneriman~ untuk dan 

atas namanya menyelenggarakan suatu urusan."7l 

3. Sengkcta telah menempuh proses penyelesaian pengaduan nasabah 

Mek.anisrne penyelesaian sengketa. antara nasabah dengan bank 

ditempuh metalui dua tahap. Tahap pertama, bank wajib menyelesaikan 

terlebih dahulu sengketa dengan nasabahnya sesuai dengan PBI Nomor 

717/PBJJ2005 tenl:ang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang telah dirubah 

dengan PBI Nomor 10/10/PBI/2008. Sela,Yutnya, apabila sengketa belum 

dapat diselesaikan dengan bali<, nasabah bank dapat mengajukan pannohonan 

penyelesaian sengketa melalui mediasi yang difasilisasi oleh Bank Indonesia 

sesuai PBI Nomor 815/PBI/2006 tentang mediasi Perbankan, yang dirubah 

dengan PBI Nomor 10/1 /PBI/2008. 

Bank Indonesia saat ini telah menyediakan fasiJitas yang bisa 

menjembatani sengketa nasabah dengan pibak bank, yaitu melalui medias! 

parbankan. Hal ini sesuai dengan PBI Nomor 8/5/PBJJ2006, yang dirubah 

dcngan PB! Nomor 10/I/PBJJ2008. Mediasi sebenamya bisa dikatakan tahap 

banding bagi nasabah. Bila dalam 2 (dua) hari kerja pengaduan lisan dan 

daban 20 (duapuluh) hari pengaduan tertulis tidak bisa diselesaikan bank dan 

tidak memuaskan nasabah. upaya pcnyelesaian bisa melalui mediasi 

perbanknn. 

Dalam hal ini diperlukan penyelesaian pengaduan nasabah terlebih 

dahulu oieh bank dan apabila pengaduan nasabah ini tidak tercapai 

penyelesaian maka dapat diupayak:an penyelesaiannya melalui mediasi 

perbankan. 

4. sengketa yang diajnkan kepada penyelenggam mediasi perbankan adalah 

sengketa keperdataan 

Sengketa yang dapat diajukan penyelesaiannya kepada pelaksana 

fungsi mediasi perbankan adalah sengketa keperdataan yang timbul dari 

transaksi kcuangan. Dapat dikat:akan bahwa mediasi dapat diterapkan dan 

dipergunakan untuk mempergunak.an sebagai penyelesaian sengketa di luar 

11 R.Subektl,R.Tjitrosudiblo,Kitab Umiang~Umkmg Hukum Perdata, (Jakmt.a:Pradnya 
Parami!a,2001),h!m.457. 
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jalur pengadilan ("out-of CQUrl Seltlemenf] untuk sengketa perdata yang 

timbul diantara para pihak., dan bukan perkara pidana. Bagaimana jika 

sengketa para pibak tidak hanya menyangkut sengketa perdata, tetapi juga 

sengketa pidana? 

Cakupan dad lembaga mediasi adalah scngk:eta-sengketa dibidang 

perdata. Namun demikian, dalam praktek seringkali para pihak sepakat bahwa 

penyelesaian sengketa perdata yang disepakati dengan musyawarah mufakat 

(mela1ui mediasi). akan dituangkan dalam suatu perjanjian perdamaian, dan 

dipahami juga bahwa walau para p.ihak tidak: da.pat dibenarkan membuat 

peljanjian perdamaian bagi perkara pidana mereka dapat menggunakan 

peJjanjian perdarnaian atas sengkcta perdata sebagai dasar untuk dengan itikas 

balk sepakat tidak rnelanjutkan perkara pidana yang timbul diantara mereka 

danfatau mencabut iaporan perkara pidana tertentu, sebagaimana 

dimungkinkan.12 

Dengan demikian, setiap sengketa perdata dibidang perbankan 

(tennasuk yang diatur dalam PBI No. 8/5/PBII2006, yang telah dirubah 

dengan PBJ Nomor 1011/PBI/2008) dapat diajukan dan untuk diselesaikan 

melalut Lembaga Mediasi Perbankan. 

5. 1\mtutan nilai sengketa paling hanyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta) 

dan tidak bersifat immaterial 

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui mediasi perbankan hanya 

sengketa yang menyangkut aspak transaksi kcuangan nasabah pada bank, 

dangan ketentuan nilai sengketa setinggi-tingginya adalah Rp. 500.000.000,­

(lima ratos juta rupiah). Mediasi perbankan disetenggarakan apabila terjadi 

sengk:eta antara nasabah dengan bank yang disebabkan tidak tcrpenuhinya 

tuntutan finansial nasabah oleh bank da1arn penyetesaian peogaduan nasabah. 

Dalam Pasal 6 ayat (l) PBI Nomor 815/PBI/2006 disebutkan bahwa 

mediasi perbankan ini dilaksanakan untuk setiap sengketa yang memiliki ni!ai 

tuntutan fmansial paling hanyak Rp. 500.000.000,- (lima rntus juta rupiah). 

Dan dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa nasabah tldak dapat mengajukan 

tuntutan finasial yang diakibatkan oleh kerugian immaterial. 

71 Felix Oentoeug Soeba&jo,op.cit.b!m.4. 
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Jumlah maksimum nilai tuntutan finansial tersebut dapat berupa nilai 

kumulatif dari kerugian finansial yang telah terjadi pada nasabah, potensi 

kerugian karena penundaan atau tidak dapat dilaksanakannya transaksi 

keuangan nasabah dengan pihak lain, dan atau biaya-biaya yang telah 

dik:eluarkan nasabah untuk mendapatkan penyelesaian pengaduan sengk:eta. 

Tuntutan finansial yang dimaksud adalah potensi kerugian finansial 

nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelafaian bank. Tetapi dalam hal 

ini nasabah tidak dapat mengajukan tuntutan finansial yang diakibatkan oleh 

kerugian immateril. Kerugian immateril antara lain adalah kcrugian karena 

pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan. Jadi kerugian 

yang dlmaksud adaJah kerugian yang benar-benar nyata secara finansial 

dialami oleh nasabah. 

6. Mcdiasi di bidang perbankan dilakukan oleh Lembaga Medias! Perbanka.n 

Independen 

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank rnelalui mediasi 

perbankan dilakukan oleh lembaga mediasi perbankan independen yang 

dibentuk oleh asosiasi perbankan.73 Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga ini 

melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia.14 Sepanjang Iembaga 

perbankan Jndependen ini belum dibentuk maka fungsi mediasi perbankan 

dilaksanaknn oleh Bank Indonesia. 

Pembentukan lembaga mediasi perbankan yang akan mewadahi 

penyelenggaraan mediasi perbankan sebagaimana yang diamanatkan dala.m 

PBT No. 8/5/PBTn006 tentang Mediasi Perbankan belum dapat direalisasikan 

karcna adanya kcndala-kendala seperti aspek pendanaan dan sumber daya 

manusia. Untuk itu dikeluarkannya PBI Nomor 8/5/PB112006 tentang Mediasi 

Perbankan. Mengingat peianggaraan mediasi perbankan sangat diperlukan 

untuk me1indungi kepentingan publik dalam pelaksanaan transaksi keuangan 

rnelalui bank, maka untuk sementara waktu fungsi mediasi perbankan retap 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia. 

n Lihal Pasal 3 ayat (I) PB1 Nomor 10/1/PBi/2008 tcntang Pcrubahan AUtS Pcraturan Bank 
Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tenlang Mcdiasi Pruhankan 
14 Lihat Pasal. 3 ayat (3) PHI Nomor iO/l/PBI/2.008 lenlang Pcmbahao Alas Pernturnn Bank 
indonesia Nomor 81:5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan 
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Bank Indonesia selaku medJator akan memfasilitasi pertemuan antara 

bank dengan nasahah guna mencari penyelesaian. Dalam pertemuan tersebut. 

rnediasi akan: 

1, Bersifat netral. 

2. Mcmotivasi para pihak menyelcsaikan sengketa merupakan kesepak:atan 

antara nasabah dengan bank. 

3, Tidak memberik:an relromendasi a tau keputusan. HasH penyelesaian 

sengketa merupakan kesepakatan antarn nasabah dengan bank. 

Apabila mediasi perbankan yang diatur dalam Pernturan Bank 

Indonesia dibandingkan dengan mediasi yang terdapat dalam PERMA Nomor 

I Tahun 2008 maka dapat diperoleh perbedaan-perhedaan sebagai berikut: 

a, Mediasi yang diatur dalam PBI adalah merupakan salnh satu a1tematif 

penyeJesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh nasabah apabila tetjadi 

perbentutan kepentingan antara bank dengan nasabab. Mediasi yang 

terdapat da1am PERMA Nomor 1 Tabun 2008 merupakan upaya 

perdamaian yang ditawarkan oleh hakim terhadap sengketa keperdataan 

yang dihadapi oleh pihak-pihak beq>erkara dimuka sidang pengadilan. 

b. Dalam madiasi perbankan yang bertindak sebagai madiator adalah Bank 

Indonesia bingga terbentuk.lah Lembaga Mediasi Perbankan Independen, 

sedangkan daiam mediasi di pengadilan yang mcnjadi mediator dapat 

berasal dari pengadilan atau luar daftar pengadilan. 

Pengaturan mediasi perbankan oteh Bank Indonesia daiam Peraturan 

Bank Indonesia menhnbulkan pertanyaan apakah hakim tunduk pada PB! 

Nomor 8/5/PBI12006 tentang Madiasi Perbankan, yang dirubah dengan PB! 

Nomor 1 0/1/PBI/2008 apabila terdapat sengketa keperdataan antara bank 

dengan nasabah. 

Kesepakatan antm nasabah dengan bank yang dihasiikan dari proses 

mediasi dituangkan dalam A.kta Kesepakatan yang ditandatangani oleh 

nasabah dan Bank. Apahila Bank tidal<. melaksanakan apa yang telah 

disepakati sesuai dalam Akta Kesepakatan. maka nasa:bah dapat melaksanakan 

upaya hokum lain, berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pasal 23 

dengan tahapan sebagai berikut : 
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a. Nasabah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Perdata. 

b. Gugatan harus dilarnpiri dengan akta kesepakatan antara nasabah 

dengan bank atas medlasi yang telah dilakukan. serta dokumen 

lainnya yang membuktikan adanya huk.um para pihak dengan obyek 

sengketa. 

c. Hakim akan menguatkan kesepakatan dalam bentuk akta 

perdamaian. 

d. Putusan hakim dalam bentuk akt.a perdamaian mempunyai kekuatan 

hukum tctap. 

e. Apabila Bank tidak: melaksanakan akta perd.amaian tersebut, maka 

dapat dieksekusi atas putusan tersebut. 

D. Manfaat Mediasi Dalam MenyeJesaikan Sengketa Antara Nasabah Dcngan 

Bank 

Komplain atau perselisihan anta.ra bank dengan nasabah bisa saja 

terjadi karena itu merupakan konsekuensi bisnis pelayanan. Untuk 

menanganinya, per1u dibentuk sebuah lembaga mediasi perbankan. 

Keberadaan lembaga mediasi perbankan merupakan bentuk 

perlindungan terbadap konsumen. Ini merupakan salah satu langkah kebijakan 

yang diterapkan Bank Indonesia (BI) yang tertuang dalam Arsitektur 

Perbankan Indonesia (APn. Keberadaan lembaga tersebut merupakan suatu 

terobosan seperti yang terdapat di negara Jain karena ingin memberdayakan 

konsumen. yakni nasabah perbankan. 

Peranan mediasi dalam sengketa perbankan antar.a nasabah dengan 

bank adalah untuk mencapai kesetaraan antara para pihak yang berada dalam 

kontlik dapat menyelesaikan secara internal. Dalam hal ini kedua belah pihak 

memiliki kebebasan yang layak untuk rnenyelesaikan konflik dan membentuk 

sikap pengendalian diri dan mengandalkan diplomasi terarah agar kedua piba.k 

dapat melanju!:kan hubungan mereka dimasa yang akan datang. Dengan 

musyawarah diharapkan akan tercapai untuk menerirna suatu penyelesaian 
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secara bersama dengan mengenyampingkan kepentingan~kepentingan pribadi 

untuk mencapai win-win .solufion.15 

Pada medjasi yang menjadi fckus adalall kepentingan (the interest) 

dari masing-masing pihak~ misalnya dalam hal para pihak yang bersengketa 

adalah petaku bisnis maka fokusnya adalah hussiness interest. Pada mediasi, 

pengambllan kepurusan adalah para pibak sendiri, mediator tidak ambil peran 

untuk memutuskan. serta penyelesaiannya non confrontative, dimana para 

pihak berkornunikasi berSama-sama mencapai suatu mufakatan, karena 

fok:usnya adalah penyelesaian masalah yaitu+ bagaimana penyele.saian masalah 

dengan memperhatikan kepentingan masing~masing. Sering dalam kontrak­

kontrak maupun secara umum digunakan dalam dispute settlement clause 

adalah "apabila terdapat perbedaan pendapat atau perselisihan mengenai 

pelaksanaan kontrak diselesaikan secara musyawarah mufukat?0 

Mediasi dibutuhkan untuk menghindari persoalan yang berlarut-larut, 

terutama kalau kedua belah pihak sama-sama menyakinl bahwa mereka benar. 

Dengan menyerahkan pennasalahan sengketa kepada mediator bukan berarti 

menyerah terhadap pennasalahan yang: ada, namun justru menunjukkan 

kedewasaan untuk memberikan penyelesaian terbaik bagi kedua belak pihak. 

Dengan hadirnya lembaga mediasi perbankan bukan untuk 

menghindarkan nasabah atau bank dari tuntutan hukum, tetapi untuk 

mempeljelas mekanisme komplain sehingga yang diatur mekanismenya. 

Kchadirnn lembaga mediasi perbankan ini buk:an hanya untuk melindungi 

kepentingan nasabah bank., tetapi juga untuk. kepentingan bank. Keuntungan 

yang diperoleh bank dengan adanya lembaga mcdiasi ini adaJah sebagai 

berikut:77 

1. Bank bisa membuat nasabah menjadi lebih betah karena setiap ada 

persoalan yang dlrasakan nasabah dapat dijawab dengan jelas oleh bank. 

Apabila nasabah makin betah, diharapkan ak:an menunjukkan Joyalitas 

nasabah )'lU!g akan makin teruji. 

n Sy<Wruddin Kalo,op.ciL,hlm, 14, 
16 Ibid.,hlm.l81. 
71 Mutiaman D.Hadad., Menanti Mediator Bank-Nasabah, BEl NEWS Edisl 23 Tahun NQvember~ 
Desembcr 2004. 
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2. Adanya komplain dapat menjadi informasi yang berharga bagi manajemen 

bank. Dengan demiki~ lutlau manajemen bank mengetahui bahwa 

temyata komplain banyak terjadi pada bidang tertentu, misalnya dapat 

segera diperbaiki. 

3. Terkait dengan loyalitas nasabah, dengan adanya komplain nasabah, akan 

menjadi warning bagi bank. Artinya, manajemen bank yang bersangt...-utan 

menjadi tabu, aspek mana saja yang banyak dikeluhkan nasabah. Dengan 

demikian aspek tersebut dapat langsung diperbaiki sisi lemahnya. 

4. Selain itu. bagian market research pada bank tersebut jadi mengetahui 

kelemahannya dimana saja. Hal ini menjadi.kan efisiensj karena market 

research tidak pedu menyewa orang 1uar. 

5. Reputasi bank bersangkumn makin bagus karena layanan bank tersebut 

juga mengalami perbaikan. 

6. Dapat meminimalisasi atau bisa segera mengetahui apabila terdapat 

negative publicity. Daripada ketidakpuasan nasabah terhadap suatu hank 

dituliskan di surat pembaca media massa. lebih balk langsung ditangani. 

Sebab kalau rnereka kompJain di media massa, setidaknya reputasi bank 

tersebut bakal jelek. 

Proses penyelesaian sengketa melalui mediasi perhankan murah, cepat dan 

sederhana karena : 

a) Tidal< dipungut biaya; 

b) Jangka waktu proses mediasi paling lama 60 (enampuluh) hari keija; 

c) Proses media.•i dilakukan secara formalllleksibel. 

Penyelenggaraan mediasi perbankan diperlukan guna menyelesaikan 

sengketa antara nasahah dengan bank. Apabila mediasi tidak dilaksanakan, 

maka hal itu berpotensi merugikan kepentingan nasabah dan mempengaruhi 

reputasi bank. Mediasi perbankan meropakan cara yang sederhana. murah. dan 

cepat untuk menye1esaikan permasalahan yang terjadi antara nasabah dengan 

hank. HasH mediasi yang merupakan kesepakatan antara nasabah dan bank 

dipandang merupakan bentuk penyelesaian permasalahan yang efektif karena 

kepentingan nasa bah maupun reputasi bank dapat dijaga. 
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Dengan adanya Iembaga mediasi perbankan in~ ada dua hal yang 

menjadi output dari kegiatan tembaga ini. Pertama adalah complain 

management. Mekanisme pengaduan tersebut nothing to do dengan lcmbaga. 

Dimana, nanti akan diminta kepada bank untuk menunjuk tim khusus yang 

menangani persoalan bila terjadi komplain. Dalam mekanisme itu, tldak perlu 

ada lembaga, Lembaga iru baru akan ada dan diperlukan kalau temyata dari 

kompalin normal ini nasabah juga tidak puas, sehingga nasabah bisa 

mengajokan ke pengadilan. Akan tetapi apabila mekanisme pengadilan 

dianggap mahal biayanya maka dapat ditempuh dengan mengajukannya ke 

lembaga mediasi perbankan.J& 

E. Pela.ksanaan Mcdiasi Menurut Peraturan Bank fndonesia 

L Proses Penyelesaian Sengketa Mclalui Mediasi Perbankan 

Penyelesaian sengketa antara nasabah dengan bank yang dilakukan melalui 

proses mediasi perbankan adalah sebagai berikut : 

73 Ibid. 

1. Nasabah atau perwakllan nasabah mengajukan penyelesaian sengketa 

kepada pe1ak:sanaan fungsi mediasi perbankan. 

Pengajuan penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan 

harus rnemenuhi syarat-syarat sebagai berikut :79 

a. diajukan secara tertuHs dengan disertai dok:umenpendukung yang 

memadai; 

b. pernah diajukan upaya penyelesaian oleh nasabah kepada bank; 

c. sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum 

pemah diputus oleh lembaga arbitrase atau peradilan, atau belum 

terdapat kesepakatan yang difasiltasi oleh Jembaga mediasi 

lainnya; 

d. sengketa yaag diajukan merupakan sengketa keperdataan; 

e. sengketa yang diajukan belum pemah diproses dalam mediasi 

perbankan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 

11 Pasal 8 P.BJ Ncmor &15/PBI/2006 
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f. pengajuan penyelesaian sengketa tidak melebihi 60 (enampuluh) 

harj kelja sejak tanggal surat hasH penyelesaian pengaduan yang 

disampaikan bank kcpada nasabah. 

Nasabah atau perwakilan nasabah mengajukan secara tertulis 

kepada Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi perbankan 

dUengkapi dengan dokumen pendukung kepada Direktorat Invesligasi 

dan Me<llasi Perbankan, Bank Indonesia. jalan M.H. Thamrln Nomor 

2, Jakarta 10350."0 

Pengajuan penyelesaian sengk:eta dilakukan secara tertulis 

dengan menyertakan dokumen berupa:111 

a) fotokopi surat basil penyelesaian pengaduan yang diberikan 

kepada nasabah; 

b) fotolwpi surat bukti identitas nasabah yang masih berlaku; 

c) surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai yang 

cukup bahwa sengketa yang diajukan tidak sedang dalam 

proses atau telah mendapatkan keputusan dari lembaga 

abitrase, pengadilan atau lembaga mediasi lainnya dan 

belum pemah diproses dalam mediasi perbankan yang 

difasiliLasi oleh Bank Indonesia; 

d) fotokopi dokumen pendukung yang terkait dengan sengketa 

yang diajukan; dan 

e) fotokopi surat kuasa. dalam hal pengajuan penyelesaian 

sengketa dikuasakan. 

Atas dasar pengajuan penyeJesaian sengketa o1eh nasabah, 

pelaksana fungsi mediasi perbankan dapat rnelakukan klariftkasi atau 

meminta penjelasan kepada nasabah dan bank secara Hsan dan atau 

tertulis. 

2. Pelaksanaan fungsi mediasi perbankan memanggii bank yang 

bersangkutan. 

Hal ini di1akukan dalam rangk.a klariflkasi atau pennintaan 

penjelasan yang dilakukan oleh pelaksana fungsi mediasi perbankan 

so Lihat PBI Nomor 10/t/PBI/2008 
u Llhat Sura.t Edaran Bank Indonesia Nomor 1:!/14/DPNP umgsall Juni 2006 
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dalam rangka meminta infonnasi mengenai pcrmasalahan yang 

diajukan dan upaya~upaya penyclesaian yang telah dilakukan bank. 

3, Pelaksana fungsi mediasi perbankan memanggU nasa bah dan bank 

untuk menjelaskan tata cara pelaksanaan mediasi perbankan. 

Apabila nasabah dan bank sepakat menggunakan mediasi 

perbanka.n sebagai altematif penyelesaian sengketa, nasabah dan bank 

wajib menandatangani perjanjian mediasi (agrrement to mediate). 

Dalam Pasal 9 ayat (I) PB!Nomor 8/5/PBI/2006 disebutkan bahwa 

proses mediasi dilaksanakan sete1ah nasabah atau perwakilan nasabah 

dan bank menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) 

yang memuat: 

a. Kesepakatan untuk memilih media•>i sebagai altematif 

penyelesaian sengketa; dan 

b. Persetujuan untuk tunduk dan patuh pada aturan mediasi yang 

ditetapkan oleh Bank Indonesia 

Aturan mediasi yang ditetapkan oleh Bank rndonesia memuat 

kondisi yang terkait dengan proses mediasi, yang pa)ing kurang terdirl 

dari hal~hal sebagai berikut: 

l) Nasabah dan bank wajib menyampaikan dan mengungkapkan 

seluruh in:fonnasi penting yang terkait dengan pokok sengketa 

dalam pclaksanaan mediasi. 

2) Seluruh informasi dari piliak yang berkaitan dengan proses 

mediasi merupakan informasi yang berslfat rahasia dan tidak 

dapat discbarluaskan untuk kepentingan pihak lain dlluar 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses mediasi, yaitu pihak­

pihak seJain nasabah, bank dan mediator. 

3) Media!Or bersifat netral, tidak memihak dan berupaya 

membantu para pihak untuk mcnghasilkan kesepakatan, 

4) Kesepakatan yang dihasilkan oleh proses mediasi adalah 

kesepakatan secara sukarela antara nasabah dengan bank dan 

bukan merupakan rekomendasi dan atau keputusan mediator. 
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5) Nasabah dan bank tidak dapat meminta pendapat hukum (legal 

advice) maupun jasa konsultasi hokum (legal counseJ) kepada 

mediator, 

6) Nasabah dan bank dengan alasan apapun tidak akan 

mengajukan tuntutan huk.um terhadap medfatort pegawai 

maupun Bank Indonesia sebagai pelaksana fungsi mediasi 

perbankan, baik atas kerugian yang mungkin timbu! karena 

pelaksanaan atau eksekusi akta kesepakatan. maupun oleh 

sebalrsebab lain yang terkait dengan pelaksanaan mediasi. 

7) Nasabah dan bank dalam mengikuti proses mediasi 

berkehendak untuk menyelesaikan sengketa. Dengan demjkian, 

nasabah dan hank bersedia: 

a) Melakukan proses mediasi dengan itikad baik; 

b) Bersikilp kooperatif dengan mediator seJama proses 

mediasi berlangsung; dan 

c) Menghadiri pertemuan mediasi sesuai dengan tanggai dan 

tempat yang telah disepakatL 

8) Dalam hal proses mediasi menga1arni kebuntuan dalarn upaya 

mencapai kesepakatan. baik untuk sebagian maupun 

keseluruhan pokok sengketa, maka nasabah dan bank 

menyetujui tindakan yang dilakukan mediator antara lain: 

a) Menghadirkan pihak lain sebagai nara sumber atau 

sebagai tenaga ahli untuk mendukung kelancaran mediasi; 

atau 

b) Mcnangguhkan proses mediasi sementara dcngan tidak 

melampaui batas waktu proses mediasi; atau 

c) Menghentikan proses Mediasi. 

9) Dalam hal nasabah dan atau bank melakukan upaya hukum 

lanjutan penyelesaian sengketa melalui proses arbitrase atau 

peradilan, na~bah dan bank s:epakat untuk: 

a) Tidak melibatkan mediator atau Bank Indonesia sebagai 

pelaksana fungsi mediasi perbankan untuk memberi 
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kesaksian dalarn pelaksanaan arbitrase atau peradilan 

dimaksud; 

b) Tidak mendnta mediator maupun Bank Indonesia 

menyerahkan sebagian atau seluruh dokurnen mediasi 

yang ditatausahakan Bank Indonesia. baik berupa catatan, 

Japoran, risalah, laporan proses mediasi dan atau berkas 

Jainnya yang terkait dengan proses mediasi, 

1 0) Dalam hal nasa bah dan bank berinisiatif untuk menghadirkan 

narasurnber atau tenaga abli tertentu. maka nasabah dan bank 

sepak:at untuk menanggung biaya narasumber atau tenaga ahli 

tersebut. 

11) Proses mediasi ini dapat bcrakhir dalam hal : 

a) Tercapainya kesepakatan; 

b) Berakhimyajangka waktu mediasi; 

c) Terjadinya kebuntuan yang mengakibatkan 

dihentikannya proses mediasi; 

d) Nasabah mengundurkan diri dari proses mediasi; atau 

e) Salah satu pihak tidak mentaati peJjanjian mediasi 

(Agreement to Mediate). 

4. Proses Mediasi berlangsung 30 (tigapuluh) hari kerja sejak 

penandatanganan perjanjian mediasi 

Proses mediasi dilaksanakan daJam jangka waktu paling Iambat 

30 (tigapuluh} hari kelja yang dihitung sejak nasabah dan bank 

menandatangani perjanjian mediasi (agreement to mediate) sampai 

dengan penandatanganan Akta Kesepakatan. 82 Jangka waktu te&but 

dapat diperpanjang sampai dengan 30 (tigapuluh) hari kerja berikutnya 

berdasarkan kcsepakatan nasabah dan bank yang dituangkan secara 

tertulis. Perpanjangan jangka waktu antara lain dimak.sudkan untuk 

rnengantisipasi pcnyesuaian waktu untuk mengbadirkan naraswnber 

tertentu yang memiliki keahlian dan komptensi sesuai masalah yang 

disengketakan. 

~t Pasal 11 ayot (J) PBI Nnmor8/5!PBJJ2006 
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Perpanjangan waktu ini dapat dilakukan sepanjang memenuhi 

persyaratan:83 

a. Para Pihak memiliki itikad baik dengan mematuhi aturan 

mediasi dan perjanjian mediasi (agreement to mediate);dan 

b. Jangka waktu proses mediasi hampir berakhir, namun menurut 

penilaian Mediator masih terdapat prospek untuk mencapai 

kesepakatan. 

5. Hasil penyeJesaian sengketa dltuangkan dalam ak:ta kesepakatan. 

Kesepakatan antara nasabah atau perwakilan nasabab dengan 

bank yang dihasilkan dari proses mediasi dituangkan dalam akta 

kesepakatan yang ditandatangani oleh nasabah atau perwakilan 

nasabah dengan bank, Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang 

memuat kesepakatan yang bersifat netral final dan mengikat bagi 

nasabah dan bank. Oleh karena itu bank wajib melaksanakan basil 

penyeJesaian sengketa perbankan yang dituangkan dalam akta 

kesepakatan. 

IT. Pelaksanaan Mediasi Perbankan Dalam Menyelesaikan Sengketa 

Perbanka:n 

Berdasarkan data Bank Indonesia, sepanjang 2007 BI telah menetima 

pengaduan dari nasabah sebanyak 64.288 pengaduan. Dari jumlab itu, 97~78 

persen adalah penga:duan nasabah di bidang sistem pembayaran. Sisanya, 

pengaduan di bidang pengbimpunan dana, penyaluran dana, produk kerjasama 

dan produk lainnya,34 

u Lihat Surat Edarnn Rank Indonesia Nomor 8/14lDPNP tanggall Juni 2006 
•~ HttpJwww.hukumonllne.com,diakses t.nnggal 17 Junl 2009 
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Tabel J: Pengaduan Nasabah Perbankan 

Pengaduan Nasabah Perbankan 

BentukPen uan Jumlah % 

Sistem Pembayaran 97,78 

Penghimpunan dana l ,36 

Penyaluran dana 0)53 

Produk kerja sama 0,29 

Produk lainnya 0,03 

Sumbcr: Laponm Bank lndOflesia. November 2007 

Dari seluruh pengaduan itu, pennintaan penyelesaian dengan cara 

mediasi sebanyak 200 kasus. Sampai akhlr 2007, BI Ielah menyelesaikan 90 

persen kasus, Sisanya sedang datam proses. Umumnya pengaduan sistem 

pembayaran terkait layanan A 1M dan produk kartu kredit &s 

Tabel2: Kasus Mediasi Yang Ditangani Bank indonesia 

200 Kasus Mediasi Yang Ditangani Bank Indonesia 

Bentuk Kasus Jnmlah % 

Sistem Pembaya.ran 44 

Penghimpunan dana 17 

Penyaluran dana 17 

Produk k<>ja sama 15 

Produk lainnya 7 

(Sumber: Bank fndoncsia) 

Pcnggunaan kartu A TM (Anjungan Tunai Mandiri),. kartu kredit dan 

debit paling ba.nyak dikeluhkan nasabah terutama mekanisme kerja dari kartu 

sendiri, maupun penagihan dan pengenaan bunga yang dinilai rnerugikan 

nasabah.56 

Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKl) lndah 

Sukmaningsih mengatakan pengaduan bidang perbankan oleh masyarakat pada 

li ibid 
16 lttlp;//www.S!!?I"il{lembaruan.com diakses tangg.a.ll7 Juni 2009 
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tahun 2007 menduduki posisi ke-2 dengan 61 (enampuiuh satu) pengaduan. 

Pengaduan terbanyak terkait ma.<alah kartu kredit dengan 43 (cmpatpuluh tiga) 

kasus, sedangkan ATM 4 {empat) kasus, terkait bunga bank 3 (tiga) kasus, 

layanan petugas 5 (lima) kasus, KPR 1 (satu) kasus, dan lain-lain 10 (sepuluh) 

kasus.87 

Deputi Gubemur Bank Indonesia Muliaman D Hadad menilai sistem 

mediasi sengketa nasabah di perbankan nasional masih lemah. Hal ini ter1ihat 

darl semakin banyaknya pengaduan yang dilaporkan nasabah ke Bank 

Indonesia. Datam Iaporan terkait dengan sengketa antara nasabah dan 

perbankan, BI mencatat adanya kenaikan pengaduan ke Bl. Dibandingkan 

dengan data tahun 2006, data hingga Feburuari 2008 terjadi peningkatan 

pcngaduan ke BI sebesar 280 perscn. Pengaduan terkait penyaluran dana 

menurut data Bl 441 persen yang semakin besar terkait dengan kredit 

komsumsi. Sejak diherlakukannya PBI mediasi perbankan, BI telah menerlma 

laporan sebanyak 262 kasus dan 222 kasus telah diselesaikan. Sedangkan 40 

kasus masih daJam proses.88 

Peraturnn Bank lrulonesia Nomor 8/5/PBl/2006 tentang Mediasi 

Perbankan yang diperbarui dengan PBJ Nomor 10/l/PBI/2008, yang 

mengharuskan bank memiliki lembaga mediasi. Dalam penyelesaian sengketa 

nasabah dengan perbankan, mekanisme yang ditcmpuh adalah dengan 

penyelesaian antara nasabah dengan bank. Bila tidak bisa, maka barn 

kemudian dapat diJaporkan ke BI untuk diselesaikan. Apabila tidak berhasil 

juga maka dapat ditempuh jaJur pengadilan atau arbitrase. 

Upaya-upaya yang dapat di1akukan untuk mempercepat proses mediasi 

perbankan, dengan meningkatkan peran dan fungsi kepatuhan (compliance) 

serta pengawasan bank. Dengan mempercepat penyelesaian pengaduan 

nasabah sebagai bagian dari peningkatan layanan supaya reputasi dan 

kredibilil:as bank dimasyarakat tetap terjaga. 

Keberadaan lembaga mediasi perbankan memunculkan pro-kontra 

tersendirL Karena disatu sisi lembaga ini menguntungkan bank dan juga 

nasabah. Tctapi disisi lain harus diwaspadai dengan adanya lembaga ini bank 

lli Ibid. 
15 httJ?:I/www,inilah,com dlakses tanggal 17 Jllfli 2000 
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akan semakin tidak peduli dengan nasabah kecil. Karena seluruh sengketa 

dengan nasabah kecil (rnaksimal nitai sengketa adalah lima ratus juta rupiah) 

dapat Jangsung diteruskan pada Jembaga mediasi.89 

Lembaga mediasi perbankan memiiiki tujuan menjadi mediator dalam 

menyelesaikan sengketa finansial antara bank dengan nasabah dengan nilai 

tidak lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta). Dalam Pasal2 PBI Nomor 

8/SIPBI/2006 mengatakan bahwa, sengketa antara nasabab dan bank yang 

disebabkan tidak dipenubinya tuntutan finansial oasabah oleh bank dalam 

menyeJesaikan pengaduan nasabah dapat diupayakan penyelesaiannya melalui 

mediasi perbankan. 

Dari rumusan Pasal 2 PBI Nomor 8/5/PBI/2006 tentang mediasi 

Perbankan tersebut menunjukkan bahwa nasabah memperoleh perlindungan 

yang kuat. Apakah itu berarti bank adalab pihak yang selalu bersalab? 

Mlsainya dalam hal adanya debt collector yang garang yang menagih kredit 

macet yang dapat rnerugikan bank. Apabila dilihat dari sisi nasabah, jeias saja 

bank itu berprcdik.at negatif karena mengirim debt collector yang garang. 

Namun apabila dilihat lebih mendalam. Jangk:ah pengirirnan debt collector 

hingga ketangan nasabab adalab langkah yang rnau tidak mau harus diambil 

karcna nasabah itu sendiri, misalnya karena nasabah tidak melunasl pinjaman. 

Hal ini dapat menycbabkan teljadinya kredit macet sehingga dapat 

mengakibatkan bank dinyatakan tidak schat dan akhimya pailit. 

Oleh karenanya pemberian perlindungan tidak hanya ditakukan 

terhadap nasabah saja., namun akan tebih baik lagi perlindungan ini juga 

menyangkut kedua belah pihak. yaitu nasabah dan bank. Hal ini agar terjalin 

hannonisasi bilateral an1ata bank deogan nasabab. Harmonisasi ini bagi kedua 

beJah pihak, masing-masing akan memenuhi dan terpenuhi kewajiban serta 

haknya. sehingga permasalahan dan sengketa dapat dieliminasi. Bank 

Indonesia diharapkan dapat mernberikan sotusi terbaik bagi kedua belah pihak 

dengan mengedepankan prinslp hannonisasi bilateral tersebut. Dengan 

terwujudnya han:nonisasi tersebut tentunya bank akan lebih terbuka dan cepat 

119 Dimas, Satrio & Gatot Murdoko, HarmOitisasi Bilateral Bank dan Na.sebah, 
b!!p:t/www. wawusaruligjtai.CQ!!J. diakses tenggall7 Juni 200& 
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dalam menyelesaikan permasalahan Jangsung dengan nasabah yang 

bersangkutan.90 

Bank selafn menjual produk mereka juga menjual pelayanan bagi 

nasabah dan eaton nasabah. Bank-bank int sudah menyadari bahwa kepuasan 

nasabah adalah kunci keberhasilan. Investasi terus dilakukan untuk rnemenuhi 

kriteria kepuasan pelanggan yang mereka tanamkan. Dengan kata 1ain, bank 

akan berusaha untuk meminalisasi hal-hai yang dapat merugikan nasabah dan 

atau caJon nasabah, Kondisi menuju pelayanan yang prima bukanlah bat yang 

rnudah. Dalam peljalanan menuju hal ini pasti ada beberapa kendala, misalnya 

terjadi perSelisihan antara bank dengan nasabab. Untuk mengatasi hal tersebut 

dibutubkan kecepatan dan ketanggapan bank serta penguasaan situasi 

permasalahan sehingga diperoleh solusi yang tepat, Keterlambatan dan 

kctidakpuasan terhadap pennasalahanlah yang menyebahkan permasalahan 

yang muncul menjadi besar sehingga bahkan hams diselesaikan oleh mediasi 

perbankan. Dari sisi nasabah, dengan adanya keterlambatan dan ketidakpuasan 

permasalahan dari bank tersebut akan menimbulkan penilaian yang scpibak. 

Untuk menghindari hal ini, bank terns melakukan perbaikan-perbaikan dan 

penycmpumaan intemal91 

Dengan adanya PBI mengenai mediasi perbankan ini, terdapat sanksi 

bagi bank yang melanggar. Sanksi itu adalah pengurangan tidak kesehatan 

bank Jadi bank harus berosaha semaksima1 mungkin menghindari hal-hal 

yang dapat memunculkan sengketa, 

Kesalahan da1am penanganan pengaduan nasabah dan menlngkatkan 

risiko reputasi bank. Dalam hal penerirnaan pcngaduan, bank memberikan dua 

pilihan lrepada nasabah yaitu secara tertulis atau lisan. Pcnanganan dan 

penyelesaian pengaduan, bank wajib rnenyelesaian pengaduan Jisan paling 

lambat 2 (dua) hari keda sejak diterimanya pengaduan lisan dan 20 (duapulun) 

had kerja setelah tanggal penerima.an pengaduan tertulis dan dapat 

diperpanjang paling lambat 20 (dua puluh) harl keda lagi. Jika nasabah tidak 

puas terhadap penyelesaian yang dilakukau bank, maka nasabah dapat 

mengajukan pennohonan penyelesaian sengketanya melalui mediasi 

~Ibid 
')I Ibid 

Universitas Indonesia 

' 

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



61 

perbankan. Dengan demikian bank dan nasabah memperoleb win-win solution 

atas permasalabannya. Hal ini dikarenakan keputusan yang dihasilkan 

merupakan kesepakatan bank dan nasabah. 

fiT. Independensi Mediator Dalam Melaksanakan Fuogsi Mediasi Perbankan 

Pihak ketiga yang mernbantu menyelesaikan sengketa diseb\Jt dengan 

"Mediator''. Pihak mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memberi 

putusan terhadap sengketa tersebut. melainkan hanya berfungsi untuk 

membentuk dan menemukan solusi terbadap pihak yang bersengketa tersebut. 

Pengalarna:n. kemampuan dan integritas dari pihak: mediator tersebut 

diharapkan dapat mengefckti:fkan proses negosiasi diantara para pihak yang 

bersengketa.'il2 

Mediator harus memiliki kemampuan untuk mefaksanakan perannya 

daiarn menganalisis dan mendiagnosis suatu sengketa tertentu. Dan kemudian 

mendesain serta mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak 

mencapai suatu kesepakatan yang sehat. Ia menjadi katalisator untuk 

mendorong lahlmya suasana yang konstruktif bagi diskusi. Dengan demikian 

mediator berpera.n membantu para pihak dalam pertukaran info.rmasi dan 

·proses tawar menawar.93 

Mediator tidak dibenarkan masuk kc dalam proses mediasi tanpa 

pccsetujuan tertulis dari para pihak dalam sengketa yang akan dimediasikan. 

Sebelum persetujuan diberjkan~ mediator harus menyampaikan kepada para 

piha.k ada.nya kemungkinan kepentingan yang dimHikinya menyangkut dengan 

salah satu pihak dan keadaan Jainnya yang mungkin dapat mempengaruhi asas 

prnsangka tid.ak berpihak.94 

Beberapa penman penting yang harus dilakukan mediator antara lain 

sebagai berikut:9!i 

a. Melakukan diagnosiasi konflik; 

<n Munir Fuady,op.cit.,hlrn.47. 
91 Oatot Stx:marlono,op.cif.,hlm.l36. 
9-+ H.Priyal.na Abdurrasyid,op.ci!.,hlm.44. 
*S Gatot Soemartono,op.cit,,hlm.136. 
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b. Mengindentifdcasi masalah serta kepentingan-kepentingan k:risis 

parapihak; 

c. Menyusun agenda; 

d, Memperlancar dan mengenda1ikan komunikasi; 

e. Mengajarkan para pihak dala:m proses dan kcterampilan tawar­

menawar. dan 

f. Membantu para pihak mengumpulkan infonnasi penting dan 

mendptakan pilihan-piliban untuk memudahkan penyelesaian 

problem. 

Fuller dalam Leonard L.Riskin dan James E. Westbrook menyebutkan 

terdapat 7 (tujuh) fungsi mediator yakni:96 

a. sebagai katalisator (catalyst) yang berarti bahwa kehadiran 

mediator da1am proses perundingan mampu mendorong Jahimya 

suasana yang konstroktifbagi diskusi; 

b. sebagai pendidik (educator). berarti seseorang barus berusaha 

memahami aspirasi, prosedur kerja, keterbatasan politis, dan 

kendala usaha dari para pihak. Oleh karenanya mediator ia harus 

berusaha melibatkan diri dalam dinamika perbedaan diantara para 

pihak; 

c. sebagai penterjemah (translator) dimana mediator barus 

menyampaikan dan merumuskan usuJan pihak yang satu kepada 

pihak yang lainnya melalui bahasa atau ungkapan yang baik 

dengan tanpa mengurangi sasaran yang dicapai oleh pengusul; 

d. sebagai narasumber (resource person), berarti seorang mediator 

harus rnendayagliPa.kan sumber-sumber infurmasi yang tersedia; 

e. sebagai penyandang berita jelek (beartr of bad new.v)~ berarti 

seorang mediator harus menyadari bahwa para pihak dalam proses 

perundingan dapat bersifat emosional. Untuk itu mediator harus 

mengadakan pertemuan terpisah dengan pihak-pihak terkait untuk 

menampung berbagai usulan; 

% Suyud Margon"'op.cit.,htm.6G-61 
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f. sebagai agen rcalitas (agent of reality}, berarti mediator harus 

berusaha memberi pengertian secara jelas kepada salab satu piha.k 

bahwa sasarannya tidak mungkin atau tidak masuk akai tercapai 

melalui perundingan; 

g. sebagai kambing hitam (scapegoat) 1 berarti seorang mediator harus 

siap disalahkan, misalnya dalam membuat kesepakatan basil 

perundingan. 

Dalam mediasi perbankan ditentukan bahwa mediator harus memenuhi 

syarat-syarat sebagai berikut:91 

a. Memiliki pengetahuan dibidang perbankan, keuangan.. dan atau 

hukum; 

b. Tidak: mempunyai kepentingan Tmansial atau kepentingan lain 

atas penyelesaian sengketa; dan 

c. Tidak rnemilild hubungan sedamh atau semenda sampai derajat 

kedua dengan nasabah atau perwakilan nasabah dan bank. 

Dua talmo berselang sejak Bank Jndonesia menerbitkan PBI No. 

8!5/PBU2006 tentang Mediasi Perbankan pada 30 Januari 2006. namun 

pembentukan lembaga mediasi. yang merupakan saJah satu pion penting PBI 

itu~ hingga kini belum rerwujud. Pada tahun 2008 kctentuan itu kemudfan 

direvisi pada tanggaJ 29 Januari 200&. Revlsi yang tennuat dalarn PBl No. 

1011/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 

815!PB.U2006 tentang Mediasi Perbankan. Dalam perubahannya disebutkan 

fungsi mediasi perbankan tetap ditangani BI sampai terbentuknya lembaga 

independen. 

Dalam PBI No. 8/5/PBJ/2006 tentang Medias] Perbankan dinyatakan 

bahwa sampai dengan akbir tahun 2007 peiaksanaan fungsi mediasi perbankan 

dilakukan oleh Bank Indonesia. Hal ini dimaklumi karena Bank Indonesia 

berkewajiban dan berkepentinga.n untuk membentuk "image"' yang baik 

mengenai penyelenggaraan mediasi perbankan, sebelum lembaga mediasi 

tersebut dilaksanakan oleh suatu Jembaga yang independen tabun 2008. 

97 Pasal5 il:yat (2) PBT Nl,}mOt 815/PBI/2006 
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Niat BI untuk rnernbentuk Lembaga Medias! Perbankan (LMP) 

independen tak kesampaian hingga penghujung tahun 2007. Sejatinya otoritas: 

moneter itu menargetkan pembentukan LMP paling lambat 31 Desember 

2007. Hal ini ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) PBI No. 8/5/PBII2006 tentang 

Mediasi Perbankan. Isi pasa1 itu sangat singkat, yakni hanya menghapus Pasal 

3 ayat (2) saja. Sebelumnya, pasal 3 ayat (2) menyebutkan "Pembentukan 

tembaga mediasi perbankan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 

dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 200T' 

Direktur Investigasi dan Mediasi Perbankan BI, Ahmad Fuad 

menjelaskan, pengbapusan Pasal 3 ayat (2) untuk menghindari adanya revisi 

kembali terhadap PBI tentang Mediasi Perbankan. Hal ini dikarenakan target 

untuk membentuk lembaga mediasi perbankan pada akhir 2007 tidak 

terealisasi karena asosiasi (Perbanas) belwn juga membentuknya sehingga 

ketentuan Pasal tersebut dihapuskan.91 

Belum terbentuknya LMP oleh asosiasi perbankan maupun Perhimpunan 

Bank~Bank Umum Nasional (Perbanas), membuat tugas mediasi tetap dalam 

naungan BI. Dimana sejak dikeluarkan PBI No. 8/51PBII2006 tentang Mediasi 

Perbankan, fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh BI. Bank sentral itu 

sendiri sebenamya telah berulangk:ali mendesak: aso.siasi dan Perbanas untuk 

segera membentuk LMP. 

Lembaga Mediasi Perbankan Indonesia (LMPI) yang saat ini masih 

berada di bawah naungan Bank Indonesia, diwacanakan untuk dikelola oleh 

asosiasi perbankan sendiri. Sistem ini telah diterapkan di ru:gara-negara lain. 

Deputu Gubernur BI~ Mulyaman D Hadad mengatakan, pengelolaan LMPl 

yang masih di bawah BI saat ini) 1ebih disebabkan karena rnasih berada pada 

tahap-tahap awal. sehingga proses yang masih dilakukan saat ini adalah 

mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya lembaga ini. Oleh karena itu 

BI menunggu kesiapan dari industri perbankan yang nantinya akan ditangani 

oleh asosia.si perbankan. 

Harus dibedakan fungsi Bl sebagai otoritas pubHk yang punya 

kewenangan dan kelnginan untuk memfasilitasi penyelesaikan sengketa 

91 http;f/wwwii:J.l}kumoolim;com. diakscs tangggal2S Junl 2009. 
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melalui mcdiasi dan fungsi pengawasan. Bl dapat membantu menyediakan 

fasilitas, tetapi BJ tidak dapat memaksa pihak yang bersengketa untuk 

mernakainya. Meskipun media.ed adalah alternatif penyelesaian sengketa. 

Namun BI dapat mengupayakan terciptanya rnediasi yang rnemiliki autotalive 

mediator walaupun ini san gat jarang diJaksanakan.fJ9 

Menurut Felix Oentoeng Soebagjo, Lembaga Mediasi Perbankan 

lndependen dapat berupa:100 

a, LMP adalah lembaga yang didirikan oleh para pendiri, tapi dalam 

melaksa.nakan tugas dab kew£tiibannya IMP harus independen, 

tidak tunduk pada kehendak para pendiri dan independen dari 

interfensi para pendiri. 

b. LMP ada1ah lembaga yang rnenjalankan petan mediasi untuk 

sengketa-sengketa tertcntu dibidang perbankan, tapi LMP tidak 

tunduk pada BI. dan bebas interfensi Bl. 

Mengenai bentuknya kelembagaannya maka terdapat beberapa alternatif 

yaitu: 101 

Pertama, berbentuk yayasan. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nornor 

16 Tahun 2001 tanggal 6 Agustus 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah 

dirubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tanggal 6 Oktober 

2004. Bentuk ini dipergunakan pada pendirian Badan Arbitrase Nasionat 

Indonesia (BANI). Kedua, berbentuk perkumpulan berbadan hukum (Rechts 

persoonlijkheid van vereenigi'ngen) Kcputusan raja No. 2 tanggaJ 28 Maret 

1870,S.1870:64. Bentuk ini digunakan pada pendirian Badan Arbitrase Pasar 

Modallnrlonesia (BAPMI). 

ow A:li::n Putba, Mediasi Se~la Perbankan dengon Bidtmg Pasar Motlal, disampaikart pada 
Diskusi Tttbatas Medinsi Perbankan kerjasama a.ntara Bl dan FH USU, Medan, 15 febroari 2007 
100 Felix Oentoeng Soobagfo,op.cit.,hlm.S. 
101 !bid. 
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Berdasarkan uraian-uraian yang telah disebutkan diatas~ adapun yang 

menjadi kesimpuJan dalam penulisan Tesis ini adalah sebagai berikui ~ 

1. Perlindungan terhadap hak-hak nasabah dalam mediasi perbankan yaitu dengan 

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 815/PBI/2006 tentang 

Mediasi Perbankan sebagaimann dirubah dengan PBI Nomor 10/l/PBl/2008 hal 

ini menunjukkan bahwa perlindungan hak nasabah sudah mulai diperhatikan. 

Perlindungan terhadap nasabah dapat dHakukan meJalui dua cara yakni 

perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang diliasilkan oleh 

pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan 

terjadinya kebangkrutan bank, salah satunya melalui peraturn.n perundang­

undangan dibidang perbankan dan perlindungan secara eksplisit yaitu 

perlindungan yang diperoleh melaJui pembentukan lembaga yang menjamin 

simpanan masyarakat atau Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bank 

Indonesia dalam rangka meiakukan pembinaan dan pengawasan mem:punyai 

peran yang besar da1am usaha mclindungi dan menjamin agar hak-hak nasabah 

dapat terlindungi. Paket kebijakan yang telah dike1uarkan oleh Bank Indonesia 

salah satunya adalah mengenai mediasi perbankan. Perlindungan hukum 

terhadap hak-hak nasabah secara hukum positif harus dilakukan melalui 

peraturan perundang~undangan yang terdapat dalam hierarki perundang~ 

undangan. Oleh karena itu karena itu PBJ tentang Medias( Perbankan ini 

memerlukan penyempurnaan yang Jebih komprehensif, baik dari materi muatttn 

rnaupun bentuk atunm hukumnya. Solusi hukum yang dapat dijadika.n sebagai 

payung hukum media')i perbankan adalah Pertama, menggunakan undang~ 

undang. Kedua, menggunakan PBT dengan meminta undang-undang 

mendeJegasikanhnengamanatkan pengaturannya. 
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2. Manfaat mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam 

menyelesaikan sengketa perbankan adalah sa1ah sa:tunya untuk mencapaf 

kesetaraan antara pihak yang berada dalam konflik sehingga dapat mencapai 

win-win solution. Bagi pihak bank pcnyelesaian sengketa melalui mediasi 

perbankan memberikan dampak positif terutama dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat terhadap bank, Karena dengan berlarut-1arutnya 

sengketa antara nasabah dengan bank dapat menurunkan citra bank dan 

membawa dampak negatif bagi kelangsungan eksistensi bank yakni reputasi 

dan menurunnya tingkat kepercayaan nasabah kepada bank. Sedangkan bagi 

nasabah terutama nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil, disamplng sebagai 

wujud perlindungan bukum terhadap hak~hak nasa.bah. maka kehadiran mediasi 

perbankan juga m.emberikan angin segar terhadap penyelesaian sengketa antara 

nasabah dengan bank yang sering berJarut-larut dan memerlukan waktu dan 

biaya yang tidak sedikit. Mela1ui mediasi perbankan ini penyelesaian sengketa 

antara nasabah dengan bank dapat diselesaikan secara sederhana, murah dan 

cepat. Melalui penyelenggaraan mediasi perbankan maka hak-hak nasabah 

dapat terjaga dan terpenuhi dengan baik, 

B. Saran 

1. Lembaga mediasi perbankan independen yang akan dibentuk nantinya tidak: 

hanya terdiri dari kalangan perbankan atau asosiasi perbankan saja tetapi ikut 

memasukkan unsur-unsur lain seperti kaJangan akademlsi dan praktisi 

schingga dapat bertindak benar-banar netral dalam menyelesaikan sengketa di 

bidang perbankan, Meskipun nantinya Jembaga ini dibentuk dari asosiasi 

perbankan tetapi hams tetap indepcnden dalam menjalankan fungsinya. Untuk 

itu diperlukan pengawasan. terhadap jalannya proses mediasi tidak dilakukan 

oleh Bank Indonesia, tetapi dengan membentuk Dewan Kehormatan yang 

khusus ditunjuk untuk mengawasi, mengevaluasi dan menetapkan ada 

tidaknya mediator yang bertindak salah atau keliru, menyalahgunakan atau 

melampaui batas kewenangannya. 

2. Sebaiknya Lembaga Mediasi Perbankan lndependen ini tidak hanya melayani 

nasabah yang dirugikan oleh Bank., tetapi juga melayani bank yang 
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kemungkinan djrugikan oleh nasabahnya. Hal ini untuk mcnciptakan 

harmonisasi bilateral antara keduanya sehingga yang dHindungi tidak hanya 

nasabah yang dirugikan oleh bank, tetapi juga memberikan perlindungan yang 

selmba.ng terhadap bank yang dirugikan olch nasabah yang bemiat burukltidak 

baik. 
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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 815/PBI/2006 

TENTANG 

MEDIAS! PERBANKAN 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

a. bahwa penyelesaian pengaduan na.<abah oleh bank tidak 

selalu dapat memuaskan nasabah dan berpotensi 

menimbulkan sengketa di bida.ng perba.nkan antara nasabah 

dengan bank; 

b. bahwa penyelesaian sengketa di bida.ng perbankan yang 

berJarut~larut dapat merugikan nasabah dan meningkatkan 

risiko reputasi bagi bank; 

c. bahwa penyelesaian sengketa di bidang perbankan antara 

nasabah dengan bank dapat dilakukan secara sederhana, 

murah, dan cepat melalui cara mediasi; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a, b, dan c. 

dipandang perlu untuk mengatur mediasi petbankan dalam 

suatu Peraturan Bank Indonesia; 

I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 teotang Perbenkm 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472} sebagnimana Ielah diubah dengan Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negam 

Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang ... 
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Menetapkan 

·2-

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang 

Per1indnngan Konsumen (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 Tambahan Lernbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821); 

3. Undang-Undaog Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lernbaran Negam Republik Indonesia Tahun 

1999 Nomor 66, Tambahao Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3843) sebagaimaoa telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahao 

Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

4. Undang-Undaog Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dao Alrematif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahao 

Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 3872); 

5. Peraturnn Bank Indonesia Nomor 7n!PBI/2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah {Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tambahao 

Lembarao Negara Republik Indonesia Nomor 4476); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG MEDIAS! 

PERBANKAN. 

BABI... 
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BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal I 

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan: 

I. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perlcreditan Rakyat sebagaimana 

dirnaksud dahun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

sebagalmana te1ah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 199&, 

termasuk kantor cabang bank asing. 

2, Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank, termasuk pihak yang 

tidak merniliki rekening namun meiilll!lfuatkan jasa Bank untuk melakukan 

trnnsaksi keunngan (walk-in customer), 

3. Perwakilan Nasabah adalah perseorangan, lembaga dan atau badan hukum 

yang bertindak untuk dan alas nama Nasabah dengan berdasarkan sural kuasa 

kbusus dari Nasabah. 

4. Sengketa adalah permasalahan yang diajukan oleh Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah kepada penyelenggara mediasi perba.nk:an1 setclah me1alui proses 

penyelesalan pengaduan oleh Bank sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank 

Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 

5. Mediasi adalah proses penyelesalan Sengketa yang melibatkan mediator 

untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian 

dalam bentuk kesepakatan sukare1a terhadap sebagian ataupun selurah 

permasalahan yang disengketakan. 

6. Mediator adalah pihak yang tidak memihak dalam membantu pe1aksanaan 

Mediasi. 

7, Kesepakall!ll ... 
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7. Kesepakatan adalah persetujllllll bersama antara Nasabah atau Perwakilan 

Nasabah dengan Bank rerhadap suatu upeya penyelesaian Sengketa. 

8. Akta Kesepakatan adalah dokwnen tertulis yang memuat Kesepakatan yang 

bersuat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank. 

BABII 

PENYELENGGARAAN MEDIASI PERBANKAN 

Pasa!2 

Sengketa antara Nasabah dengan Bank yang disebabkan tidak d.ipenuhinya 

tuntutan fllll!llsial Nasabah oleh Bank dalam penyelesaian pengaduan Nasabah 

dapat diupayakan penyelesaiannya melalui Medias! perbankan. 

Pasal3 

(I) Medisai d.i bidang perhaakan dilakukan oleh lembaga Mediasi perhaakan 

independen yang dibentuk asosiasi perbankan. 

(2) Pembentukan lembaga Mediasi perbankan independen sebagainuma 

dimakaud pada ayat (I) dilakaanakan selamhat-lambatnya 31 Desember 

2007. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya, lembaga Mediasi perbankan independen 

melakukan koord.inasi dengan Bank Indonesia. 

( 4) Sepanjang lemhaga Mediasi perbankan indapenden sehagaimana dimaksud 

peda ayat (I) belum d.ibentuk, fungsi Mediasi perbankan dilakaanakan oleh 

Bank Indonesia. 

Pasal4 ... 
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Pasal4 

Fungsi Mediasi perbankan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia sebagaimana 

dimaksud pada Pasal 3 ayat (4) !erbatas pada upaya membantu Nasabab dan 

Bank untuk mengkaji ulang Sengketa secara mendasar dalam rangka memperoleh 

Kesepakatan. 

Pasal5 

(I) Dalam rangka melaksanakan fungsi Mediasi perbankan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal4, Bank Indonesia menunjuk Mediator. 

(2) Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (!) barns memenubi syamt paling 

kurang sebagai berikut: 

a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum; 

b. tidak mempunyai kepentingan fmansial atau kepentingan lain alas 

penye!esaian sengketa; dan 

c. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat 

kedua dengan Nasabab atau Perwakilan Nasabah dan Bank. 

Pasal6 

(1) Mediasi perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal2 dilakaanakan untuk 

setiap Sengketa yang memiliki nilai tuntutan finansial paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lhna ratus juta rupiah). 

(2) Nasabab tidak dapat mengajukan tuntutan fmansial yang diakibatkan oleh 

kerugian immaterii1. 

BAB Ill ... 
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BAB Ill 

PROSES BERACARA PADA MEDIAS! PERBANKAN 

Pasa17 

(!) Pengajuan penyelesaian Sengketa dalam rangka Mediasi perbankan kepeda 

Bank Indonesia dilaknkan oleh Nasabah atau Perwakilan Nasabah. 

(2) Dalam hal Nasabah atau Perwakilan Nasabah mengajukan penyelesaian 

Sengketa kepada Bank Indonesia, Bank wajib memenuhi panggilan Bank 

Indonesia. 

Pasa! 8 

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (!) 

wajib memenuhi persyaratan sebagQ.i berikut: 

1. diajnkan secara tertulis dengan disertai dokumen penduknng yang memadai; 

2. pemah diajnkan upaya penyelesaiannya oleh Nasa bah kepada Bank; 

3. Sengketa yang diajukan tidak sedang dalam proses atau belum pemah diputus 

oleh lembaga arbitrase atau peradilan.. atau belum terdapat Kesepakatan yang 

difasilitasi oleb lembaga Mediasi lainnya; 

4. Sengketa yang diajukan merupakan Sengketa keperdataan; 

5. Sengketa yang diajukan belum pemah diproses dalam Mediasi perbankan 

yang difasilitasi oleh Bank Indonesia; dan 

6. pengajuan penyelesaian Sengketa tidak melebihi 60 (enam puluh) hari kelja 

sejak tanggal snrat basil penyelesaian Pengeduan yang disampaikan Bank 

kepada Nasabah. 

Pasal 9 ... 
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Pasal9 

(!) Proses Mediasi dilaksanakan setelah Nasabah atau Perwak:ilan Nasabah dan 

Bank menandatangani petjanjian Mediasi (agreement to mediate) yang 

memuat: 

a. Kesepakatan untuk memllih Mediasi sebagai alternatif penyelesaian 

Sengketa; dan 

b. persetujuan untuk patub dan tunduk pada aturan Mediasi yang ditetapkan 

oleh Bank Indonesia. 

(2) Bank wajib mengikuti dan mentaati peiJBnJian Mediasi yang telah 

ditandatangani oleh Nasabah atau Perwak:ilan Nasabah dan Bank. 

PasallO 

(I) Nasahah dan Bank dapat memherikan koa.a kepada pibak lain dalam proses 

MediasL 

(2) Pemherian koasa sebagailllll1la dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 

sura! kuasa khusus yang paliog sedikit mencantutukan kewenangan penerima 

L"Ul!Sa untuk mengambil keputusan. 

Pasalll 

(I) Pelaksanaan proses Mediasi sampai dengao ditandatanganinya Akta 

Kesepakatan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga pulub) hari 

kelja sejak Nasabah alan Perwakilan Nao;abah dan Bank menandatangani 

perjanjian Mediasi (agreement to mediate) sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal9 ayat (I). 

(2) langka ... 
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(2) Jangka waktu proses Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat 

diperpanjang sarnpai dengan 30 (tiga puluh) hari kelja berikulnya 

berda.sarkan Kesepakatan Nasabab atau Perwakilan Nasabab dan Bank. 

Pasa112 

Kesepakatan antara Nasabab atau Perwakilau Nasabab dangan Bank yang 

dihasilkan dari proses Mediasi dltuangkan dalam Akta Kesepakatan yang 

ditandatangani oleh Nasabab atau Perwakilan Nasabab dan Bank. 

Pasall3 

Bank wajib melaksanakan basil penyelesaian Sengketa perbankan antara 

Nasabab dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalarn Akta 

Kesepakatan. 

BABIV 

LAJNLAIN 

Pasall4 

Bank wajib mempublikaaikan adanya sarana altematif penyelesaian Sengketa di 

bidang perbankan dengan cara Mediasi kepeda Nasabab. 

Pasall5 

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimakaud dalam Pasal 8 

disampaikan kepada Direlctorat lnvestigasi dan Mediasi Perbankan, Bank 

Indonesia, Menara Redius Prawiro lantai 19, Jalan M.H. Thamrin No.2, Jakarta 

10110. 

BABY ... 
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BABV 

SANKS! 

Pasal16 

(!) Bank yang me1anggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

(2), Pasal 9 ayal (2), Pasal 13, dan Pasal 14 dikenakan sanksi administratif 

sesuai Pasal 52 Undang-Undang Nomor 7 Tabun 1992 tentang Perbankan 

sebagaimana telab diubab dengan Undang-Ondang Nomor 10 Tabun 1998, 

berupa teguran tertulis. 

(2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dapat diperhitungkan 

dalarn komponen penilaian tingkat kesehatan Bank. 

BABVl 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 17 

Sengketa yang timbul dari basil penyelesaian pengaduan Nasabab yang Ielah 

dilakukan oleh Bank herdasarkan Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian 

Pengaduan Nasabab sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini dapal 

diajukan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 30 Juni 2006. 

BABVll 

PENUTOP 

Pasal18 

Ketentuan lebih ianjut mengenai penyelenggaraan Mediasi perbankan akan diatur 

dalarn Surat Edaran Bank Indonesia. 

Pasal 19 ... 
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Pasall9 

Peraturan Bank Indonesia ini mu!ai ber!aku pads tanggal 1 JW1i 2006. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pads tangga! 30 Januari 2006 

GUBERNUR BANK INDONESIA 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T AHUN 2006 NOMOR 

DPNP/DPbS/DPBPR 

Perlindungan Hukum..., Rita Komala Dewi, FH UI, 2009



UMUM 

PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 8/51PBII2006 

TENTANG 

MEDIAS! PERBANKAN 

Penyelesaian pengaduan nasabah oleh bank yang diatur dalam Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 7171PBII2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang 

Penyelesaian Pengaduan Nasabah tidak selalu dapat memuaskan nasabah. 

Ketidakpnasan tersebut dapat diakibatkan oleh tuntutan nasabah yang tidak 

dipenuhi bank baik selurubnya maupun sebagian. Pada gilirannya, ketidakpuasan 

tersebut berpoteusi meoimbulkan sengketa antara nasabah dengan bank, yang 

apabila berlarut-larut dan tidak segera ditangani dapat rnempengaruhi reputasi 

bank, mengurangi kepercayaan masyamkat pada lembaga perbankan dan 

merugikan hak-hak nasabah. 

Upaya penyelesaian sengketa antara nasabah dan bank dapet dilakukan 

melalui negosiasi, konsillasi, mediasi, arbitrase~ sebagaimana diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 

Penyelesaian Sengketa, maupun melalui jalur peradilan. Namun demikian, upaya 

penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau jalur peradilan tidak mudab 

dilakukan bagi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil mengingat hal tersebut 

memerlnkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, penyelesaian 

sengketa nasabeh dengan bank begi nasabah kecil dan usaha mikro dan kecil 

perlu diupayakan seeara sederhana, murah, dan cepat melalui penyelenggaraan 

medias! perbankan agar hak-hak mereka sebagai nasabah dapat tefjaga dan 

terpenuhi dengan baik. 

Dengan ... 
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Dengan mempertimbangkan pentingnya penyetenggaraan mediasi 

perbankan untuk menyelesaikan sengketa nasabah dengan bank maka asosiasi 

perbankan perlu segern membentuk lembaga mediasi perbankan yang 

inrlepenrlen. Namun rlemikian, mengingat pembentukan lembaga mediasi 

perbankan independen tersebut tidak dapat dilaksanakan dalarn waktu singkat 

sementara kebut:uban mediasi perbankan sudah mendesak maka pada tabap awal 

fungsi mediasi perbankan dilaksanakan oleh Bauk Indonesia Pelaksallllllll fungsi 

rnerliasi perbankan oleh Bank Indonesia ini dilakukan dengan rnempertemukan 

nasabah dan bank untuk mengkaji kembali pokok permasalahan yang menjadi 

sengketa gana meneapai kesepakatan tanpa adanya rekomendasi maupun 

keputusan dari Bank Indonesia Dengan demikian fungsi mediasi perbankan 

yang dilaksanakan Bank Indonesia hanya terbatas pada penyediaan tempat, 

membantu nasabah dan bank untuk mengemukakan pokok permasalahan yang 

menjadi sengketa, penyediaan nara sumber, dan mengupayakan tercapainya 

kesepakatan penyelesalan sengketa antarn nasabah dan bank. 

Selanjutnya mengingat indepeodensi dan kredibilitas penyelenggarrum 

mediasi perhankan merupakan fuktor utama yang harus ditegakkan maka proses 

beracara dalam mediasi perbankan ditetapkan dan dilaksanakan sesuai deogan 

international best practices dan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

agar penyelesaian sengketa melalui mediasi perbankan tidak merugikan nasabah 

dan bank. 

PASALDEMJPASAL 

Pasall 

Cukup jelas. 

Pasal2 ... 
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Pasal2 

Yang dimaksud dengan tuntutan finansial adalah potensi kerugian finansial 

Nasabah yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank sebagahnana 

dimaksud pada Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan 

Nasabah. 

Pasal3 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Bank Indonesia hanya m<:laksanakan kegiatan Mediasi perhankan 

dan lidak memhentuk lembaga khusus untuk keperluan tersebut. 

Pasal4 

Yang dimaksud dengan "membantu Nasabah dan Bank"' adalah Bank 

Indonesia memfasilitasi penyelesaian Sengketa dengan cara memanggil, 

mempertemuka.n., mendengar, dan memotivasi nasabah dan bank untuk 

mencapai kesepakat:an tanpa memberikan rekomendasi atau keputusan. 

Pasal5 

Ayat (!) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 6 ... 
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Pasal 6 

Ayat (!) 

Cakupan nilai tuntutan finansial meliputi nilai kerugian materiil dan 

atau biaya-biaya yang telab dikeluarkan Nasabab daJam rangka 

penyelesaian Sengketa. 

Ayat (2) 

Pasal 7 

Termasuk dalam pengertian 11kerugian immateriil» antara lain adalah 

kerugian karena pencemaran nama baik dan perbuatan tidak 

rnenyenangkan. 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal8 

Angka I 

Yang dimaksud dengan dokumen pendukung antara lain buk:ti 

transaksi keuangan yang dilakukan Nasabab. 

Angka2 

Upaya pengajuan penyelesaian kepada Bank dibuktikan dengan buk:ti 

penerimaan pengaduan dan atau surat hasil penyelesaian pengaduan 

yang dikeluarkan Bank. 

Angka 3 ,.. 
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Angka3 

Yang dimaksud dengan "Sengketa yang diajukan tidak sedang 

dalam proses olen lembaga arbitrase, lernbaga peradilan, atau 

lembaga mediasi lainnya" adalah Sengketa tersebut belurn pemah 

diajukan oleh Nasabah dan atau Bank kepada lembaga-lembaga 

tersebut atau upaya penyelesaian Sengketa pada lembaga-lembaga 

dimaksud sudah dihentikan. 

Angka4 

Cukup jelas. 

AngkaS 

Sengketa yang sudah pemah diupayakan penyelesaiannya rnelalui 

Mediasi perbaukan yang difasilitasi oleh Bank Indonesia tidak dapet 

diproses ulang. 

Angka6 

Cukup jelas. 

Pasa19 

Ayat (I) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal!O 

Ayat(l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) ... 
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Ayat (2) 

Pencantuman kewenangan penerima kuasa untuk mengambil 

keputusan dimaksudkan agar proses Mediasi dapat berjalan efektif. 

Pasalll 

Ayai(l) 

Cukup jelas. 

Ayat(2) 

Pasall2 

Perpanjangan jangka waktu antara lain dimaksudkan untuk 

mengantisipa.si penyesuaian waktu untuk menghadirkan nam sumber 

tertentu yang memiliki keahlian dan kompetensi sesuai masalah yang 

disengkelakan. 

Aleta Kesepakstan dapai memuat Kesepakatan penub aiau Kesepakatan 

sebagian atas bal yang dipersengketakan, atau pun pernyataan tidak 

dicapainya Kesepakatan dalam proses Mediasi. 

Pasall3 

Kewajiban bagi Bank untuk me!aksanakan hasil penyelesalan Sengketa ini 

dimaksudkan antara lain dalam rangka mengantisipasi risiko reputasi Bank. 

Pasal 14 

Publikasi dapat dilakukan melalui brosur, leaflet, pengumuman, dan atau 

media !ainnya dan sekurang-kurangnya meneakup prosedur yang hams 

ditempub Nasabah untuk dapat mengnjukan penyelesaian Sengketa kepada 

Bank Indonesia. 

Pasall5 ... 
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Cukup jelas. 

Pasall6 

Ayat (l) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
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Perhitungan dalam komponen penilaian fingkat kesehatan Bank 

dilakukan pada penilaian aspek manajemen. 

Pasall7 

Cukup jelas. 

Pasal!8 

Cukup jelas. 

Pasall9 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 
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PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 1 O/IIPBif2008 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 815/PBJJ2006 TENTANG MEDIAS! PERBANKAN 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

a. bahwa penyelenggaraan mediasi perbankan diperlukan 

guna menyelesaikan sengketa antarn nasabah dengan bank 

yang apabila tidak dilaksanakan berpotensi merugikan 

kepentingan nasabab dan mempengaruhi reputasi bank; 

b. bahwa lembaga mediasi perbankan yang seharusnya 

dibentuk oleh a.o:;osiasi perbankan untuk menyelenggarakan 

altematif penyelesaian sengketa melalui cara mediasi 

belum dapat direalisasikan; 

c. babwa berdasarken pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan b dipandang perlu untuk melakukan 

perubahan atas Peraturan Bank Indonesia tentang Medias! 

Perbankan; 

I. Undang-Uudang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

(Lernbaran Negam Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3472) sebagaimana telab diubab dengan Undang­

Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara 

Republik ... 
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Republik ludonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 

2. Undang-Undang Nomor 8 T ahun 1999 ten tang 

Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Repub1ik 

Indonesia Tahun 1999 Nornor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3821 ); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tcntang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1999 Nornor 66, Tambahan Lembaran Negara Repub1ik 

Indonesia Nomor 3843) sebagahnana Ielah diubah dengan 

Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 (Lembaran Negara 

Repub1ik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357); 

4. Undaog-Undaog Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase 

dan A1ternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tarnbahan 

Lembaran Negara Repub1ik Indonesia Nomor 3872); 

5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7n/PBI/2005 tentang 

Penye1esaian Pengaduao Nlll!abah (Lembaran Negara 

Republik ludonesia Tahun 2005 Nomor 17, Tarnbahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4476); 

6. Peratlmln Bank Indonesia Nornor 815/PBI/2006 tentang 

Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2006 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 460 l ); 

MEMUTUSKAN ..... 
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MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/5/PBI/2006 TENTANG MEDIAS! 

PERBANKAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 

tentang Mediasi Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4601) diubah 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

I, Ketentuan Pasal 3 ayat (2) dibapus sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal3 

(I) Mediasi di bidang perbankan dilakukan oleh lembaga Mediasi perbankan 

independen yang dibentuk asosiasi perbankan. 

(2) Dibapus. 

(3) Dalam pelaksanaan tugasnya lembaga Mediasi perbankan independen 

melak:ukan koordina.•i dengan Bank Indonesia. 

(4) Sepanjang lembaga Medias! perbankan independen sebagaimana 

dimaksud pada ayat (I) belum dibentuk, fungai Mediasi perbankan 

dilaksanakan oleh Bank Indonesia-

2. Ketentuan Pasal15 diubah sehingga Pasall5 berbunyi sebagai berikut: 

Pasall5 ... 
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Pasal15 

Pengajuan penyelesaian Sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

disampaikan kepada Direktorat lnV<.'Stigasi dan Mediasi Perbankan, Bank 

Indonesia, Jalan M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta l 0350. 

Pasalll 

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlakn pada taaggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetalminya, memerintahkan penguodangan Peraturan Bank 

Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 

Tndonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
Pada taaggal29 Januari 2008 

GUBERNUR BANK INDONESIA, 

BURHANUDDIN ABDULLAH 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOM OR 10 

DPNPIDPbSIDPBPR 
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR: 10/!IPBII2008 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BANK INDONESIA 

NOMOR 8/5/PBII2006 TENTANG MEDIAS! PERBANKAN 

UMUM 

Mediasi perbankan sebagai alternatif penyelesaian sengl<eta perbankan 

merupakan cara yang sedcrhana, murah, dan cepat untuk menyelesaikan 

permasalahan yang teljadi antara nasabah dcngan bank. Selain itu, basil mediasi 

yang mernpakan kesepakatan an1llra nasabah dan bank dipandang mernpakan 

bentuk penyelesaian pennasalahan yang efektif karena kepcntingan nasabah 

maupun reputasi bank dapat dijaga 

Penyelenggaraan mediasi perbankan ideainya dilaksanakan oleh kalaogan 

industri perbankan seruliri yang dalam hal iai dapat diwalcili oleh asosiasi 

perbankan. Namun demikian, pembentukan lembaga mediasi perbankan yang 

akan mewadahi penyeJenggaraan mediasi perbankan sebagaimana diamanatkan 

dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBII2006 lentang Mediasi 

Perbankan belum dapat direalisasikan karena adanya kendala-kendala seperti 

aspek pendanaan dan sumber daya manusia. Mengingat penyeJenggaraan mediasi 

perbankan sangat diperlukan untuk melindungi kepentingan publik dalam 

pelaksanaan transaksi keuangan melalui bank, mak:a untuk sementara waktu 

fungsi mediasi perbankan tetap dilaksanakao oleh Bank Indonesia. 
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PASAL DEMI PASAL 

Pasall 

Angkal 

Pasa13 

Ayat(l) 

Culmp jelas. 

Ayat(2) 

Dihapus. 

Ayat (3) 

Culmp jelas. 

Ayat(4) 

-2-

Bank Indonesia hanya melaksanakan kegiatan Mediasi 

perbankan dan tidak membentuk lembaga khasus untuk 

keperluan tersebut. 

Angka2 

Pasall5 

Cukup jelas. 

Pasalll 

Cukup jelas. 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK ll\l])ONESIA NOMOR 4808 
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